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1 .  Pendahuluan 

Tiga  tugas  pokdkMajelis  Permusyawaratan  Rakyat  sebagai 
Lembaga  Tertinggi  Negara  adalah:  inenetapkan  Undang-undang 
Dasar^  menetapkan  Garis-garis  Besar  Haluan  Negax-a,  dan.  memi- 
lih  se,rta'mengaiigkaf  $residen  dan  V/akil  Presiden,  Secara  ■ 
prinsipxil  iTUgas  tersebut  meliputi  tlga  bideiig,  yaitu  bidang 
institusionil,  bidang  konseptuil  dan  bidang  personalia,  yang 
ketiga-tiganya  diabur  dalam  Undang-undang'  Dasar  1945.  Sidang 
Umum  Maxell 3  Permusyawaratan  Rakyat  Maret  1973  yang  lalu 
berpajl'gkal  tplak  pada  ketiga  bidang  tugas  tersebut,  serta 
berusaha  menyelesaikannya  sesuai  dengan  landaaan  kerja 
Panca,sila  dan  UUD  45. 

Lalaai  bidang  institusionil,  tugae  {Qenetapkaii  UUD  sebe- 
namya  mempunyai  raakna  yang  luas,  yaitu  meliputi  tugas 
mengatur  secara  lebih.  terperinci  semua  institusi-institusi 
Kegara  sesuai  dengan  UUD  45  dengan  memperkaya  konvensi-kon- 
vensi  ketatanegaraan  yang  terdapat  dalam  UUD  tanpa  mengada- 
kan  perubaiian  terhadapnya.  Dalam  hal  ini  terkandung  maksud 
ijintuk  menata  dan  menegaskan  kedudiikan  serta  fungsi  lembaga- 
l3mbaga  Negara  sesuai  dengan  keraumian  UUD  45,  Di  samping 
itu  terkait  tujuan  uiituk  menyempumakan  raekanisme  pemerintah- 
an.  Negara  dengan  menterapkan  ketentuan-ketentuan  UUD  dalan 
pengaturan-pengaturan  lebih  lanjut.  Dengan  deraikian  tugas  KPH 
dalam  bidang  ini  ialah  memantapkan  tatanan  institusi  dan 
mekanisrae  ketatanegaraan  sesuai  dengan  dasar  dan  landasaiu^.ya 
dalam  rangka  mencapai  stabilitas  politik»  Sesuai  dengan 
Demokrasi  Pancasila  maka  usaha  ini  harus  dilaksanakan  dengaia 
mengg\inakan  prinsip  konstitusionil  melalui  fungsionalisasi. 

Seperti  kita  akui  bersama,  UUD  45  telah  raenjadi  UUD  Ne- 
gara dengan  kekuatan  Dekrit  Pregiden  5  Juli  1959.  Dari  segi 
sosiologis-politis  UUD.  ini  telah  benar-benar  menjiwai  setiap 
langkah  lembaga-lembaga  Negara,  lembaga-lerabaga  masyarakat 
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eL^ii  seluruii  lapisan  rakyat,  UUD  45  dengan  deraikian  terbiikti 
'juda-b.  menjadi  landasan  seraua  faset  kehidupan  sosial-politik 
baxLgsa  Indonesia,  Penerimaar;  seluruh  rakyat  ini  juga  dikuat- 
knn  pada  saat  dicetuskannya  tekad  Orde  Baru  untuk  raelaksar-a- 
kajn.  UUD  45  secara  murni  daji  konsekwen,  yang  telah  merupalcen 
kon;-5ensus  nasional,  Dari  segi  kenyataan  yuridis,  r/LPR(s)  sg- 
'b3-'^ai  Lembaga  Tertinggi  Negara  telah  meneriraanya  menjadi  sa- 
lah  satT;  suinber  .tertib  hoQcujii  HepUblik  Indonesia,  dan  menjadi 
daiiwr  dari  seraua  putusan-putus&Jinya, 

Lebih  lanjut,  kehendak  selii-lruh.  bangsa  untiik  tidak  mem- 
persoalkan  penetapan  UUD  Negara  telah  dituangkan  secara  te- 
gas  oleh  MPR(S)  dalam  Ketetapan  No*  XLII/toRS/1968  tentang 
Periibj^iian  Ketetapan  MPRS  No,  XI/ijl?RS/1965  mengenai  Pemilih- 
an  Umura  (periksa  pasal  2),  Kecuali  itu  dalam.  UU- No,  ■  i'5/i 969  - 
1  Pehjelasan' Uirium  No,  2,  -  ditegaskan  sekali  lagi 'bahwa  ♦*diada- 
kannya  pemilihan  ,uraiim  tidak  imtuk  merailih  wakil-wdlcil  rakyat 
lAntijilc  raenyusim  negara  baru  dengan  dasar  f  alsaf  ah  negara  ba- 
ru,  Pemilihan  .Umum  adalah  suatu  alat  yang  pengg^lna- 

sxmja  harus  raenjamin  suksesnya  perjuangan  Orde  Baru, 

ya,itu  tetap  tegaknya  Pahcasila  dan  dipertaiiaiikannya  Undang- 
undang  Dasar  1945",  Dengan  demikian  temyata  telah  diberikan 
bentuk  konkrit  terhadap  kehendak  rakyat  tersebut  dalam  ban- 
tuk  peraturan,  Sehingga  tugas  MPR  dalam  Sidang  Umum- ini  pad: 
hakekatnya  meluruskan  pelaksanaan  UUD  45  sesuai-  dengan 
Demokrasi  Pancasila, 

■Tugas  kedua  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  yaitu  yoiig 
mengenai,  bidang  konseptuil,  adalah  menyusun  dan  menetapkai" 
'Garis-garis  Besar'  Haluan  Negara,  Menui*ut  UUD.  45  Garis-gari:^ 
Besar  Haluan  Negara  adalah  program,  umum  Negara  yang  dimandc.t--j 
kan  oleh  Majelis  kepada  Mandataris  untuk  dilaksanakan,  Di 
samping  itu  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  mempunyai  kedii- 
dukan  yang  strategis,  karena  sekaligus  juga  merupakan  pe- 
gangan  bagi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  melaksanakan  fun^,-- 
si  pengawasan  terhadap  Presiden  sesuai  dengan  UUD.  ".Jika  DPR  { 
inenganggap  Presiden  sungguh  melanggar  haluan  Negara,  baik 
yang  telah  ditetapkan  oleh  UUD  raaupun  yang  ditetapkan  oleli 
Majelis,  maka  Majelis  dapat  diundang  untuk  njengadakan  persi-  | 
dangan  istimewa  agar  supaya  bisa  minta  pertanggungan  jawab  * 
kepada  Presiden"  (Penjelasan  UUD  45  tentang  Sistim  Pemerin- 
talrian  Negara,  No,  VII).  Bagi  MPR  sendiri  Garis-garis  Besar  \ 
Haluan  Negara  merupakan"  salah  satu  lAkuran  untuk  memilih 
Presiden  yang  memadai,  dan  pada  akhir  masa  jabatannya  ] 
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fa-iiijadi  sa:.ah  satu  pegangan  rnituk  raenilai  pertanggungjawabarx 
Prasiden. 

Di  samping  posi&i  yaag  deraikian  itu,  perlu  diperhatil.an 
bunyi  Penjelasan  UUD  45  pasal  3  yang  menyatakan:  "raeiigingat 
dinamik  masyarakat,  sekali  dalam  lima  tahvn  Ma.ieiis  raemperh^,- 
tikan  segala  yatig  ter^adi  dan  aegala  aliran-aliran  pada  waktu 
itu,  dan  menentukan  haluan-h.a3.uan  apa  yang  hendaknya  dipakai ' 
vuitiUc  komudian  hari".  Penjelasan  tersebuu  mengandung  arti  bah-- 
wa  C'aris-garis  Besar  Haluan  Negara  tia^J:  dimaksudkan  sebagai 
haluan  Negara  yang  berlaku  tetap,  Garis-garis  Besar  Haluan'  • 
Negara  dimaksudkan  untuk  menampung  aspirasi  dan  cita-cita 
masyarakat,  Oleh  karena  itu  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara 
harus  selalu  disesuaikan  dengan- perkerabangan  jaman  dan  masya- 
rakat, Sebenamya  hal  ini  dapat  disimpulkan  dari  raaksud  pem- 
bentuk  Negara  sendiri  bahwa  IfUD  45  raerupakan  sebagian  dari  hu- 
kum  dasar  Negara  yang  bersifat  singkat  dan  supel,  hanya  memu- 
at  aturan-aturan  pokok  saja,  Hal-hal  lain  yang  perlu  diatur 
dilaksanakan  oleh  penyelenggara^-penyelenggara  Negara  dengan 
memperhatikan  perkemUcangan  jaman  dan  dinamika  masyarakat, 
CJntuk  maksud  inilai^  maka  UUD  memerintahkan  Majelis. untuk  me- 
nyusun.  dan  menetapkan  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara,  Kecuali 
itu,  tersimpul  .i'uga  pengertian  bahwa  Garis-garis  Besar  Haluan 
Niagara  harus  berakar  pada  aspirasi  dan  pemikiran  yang  hidup 
dalam  masyaraKat  dalam  satu  periode  tertentu,. 

Ditetapkannya  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  oleh  Sidang 
Umura  I/IPR  kali  ini  sekaligus  menjemihkan  dan  mengembalikan 
pengerxi&nnya  sesuai  dengan  Konstitusi,  Pada  permulaan  berdi- 
rinya  Re.oublik  Indonesia,  perintah  mienyusun  Garis-garis  Besar 
Haluan  Negara  belum  dapat  dilaksanakan  karena  beberapa  lemba- 
ga  dan  lungsi-fungsi  tertentu  belum  dapat  berjalan  sebagaima- 
na  me<=!tinya.  Haluan  Negara  dalam  periode  pertama.ini  pada  ha- 
kekatn^a  adalah  isi  dan  jiwa  UUD  45  dengan  beberapa- kebijaksa- 
i-rxan  KlIIP  yang  menilik  materinya,  secara  fungsionil  dapat  di- 
^ggap  sebagai  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara,  Pada  masa 
Kons^itusi  RIS  dan  UUDS-50  tidak  terdapat  perintah  untuk  me- 
nyusun  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara..  Haluan  Negara  pada 
liaicskatnya  telah  dicantumkan  secara  formil  dan  eksplisit  dalam 
pasal-paaalnya  yang  merauat  "Azas-azas  Dasar"  (Directive  Prin- 
ciples of  State  Policy),  Dalam  masa  Orde  Lama  dengan  berlaku- 
nya  kembali  UUD  45  perintah  untuk  menetapkan  Gaa;:i3-garis  Besar 
Haluan  Negara  berlaku  lagi.  Pada  masa  itu  terdapat  pengertian 
Garis-garis  Besar  Haluan  Negar^  yang  sangat  menyimpang  dari 
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DUD  45,  Manipol  dianggap  sebagai  Garis-gari«  3esar  Haluan 
Nogara  yang  berlsiku  permanen,  bahkan  dipeli'ialcukan  sebagai  se- 
riiaatu  yang  idiil,  berkedudukan  saraa  dengaivideologi  Negara. 
y:3iiiudian,  dengan  tiinbulnya  Orde  Baru  ajrti'  Garis-garis  Besar 
Haluan  Negara  ditegaskan  kembali  sesvtai  "deng-in  UUD  45  yai-tu 
suaiTLi  program  •umum  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  . 
dan  implisi"t  membawa '  pertanggungidwaban  baik  raongenai  materi 
prograjunya  maupun  mengenai  jangj<fa  waktunya  (Periksa  Tap, 
No.  XXVI/IMPRS/1966  -  PenjelaSan)  ♦/Dituangkannya  Garis-garis 
Besar  Haitian:  Negara  ke  dalam  .-featu  Ketetapan-  yang  integral, 
.sistiraatis  dan  konsisten  oX6n.,;Sidang  Umum  MPR  Maret  1973,  me- 
rupakan  langkah  baru  untuk  J^bih  memumikan  pengertiannya  se- 
bagaimana  dikeiiendaki  ITpD  45, 

Akhimya,  tugas  ketiga  Majelis  adalah  memilih  dan  raeng- 
angkat  penyelenggarq/'nailaari  Negara  dan  semua  putusan-putusan 
Majelis-,  Dengan  kattt  Itvin  Majelis  perlu  menunjuk  seorang 
Mandataris  yang  herkev/ajiban  menjalankan  putusan—putusan  Maje- 
lis dan  bertanggung  jawab  kepadanya,  Menurut  tata  kon-stiirusi, 
tugas  ini  direalisa-sikan  dengan  pemilihan  seorang  PreTsidon/ 
Llandataris,  yang  dalam  menjalankan  tu^'asnya  dibantu  searang 
Wakil  Presiden  yang  juga  dipilili-  oleh  MPR,  Meskipun  Wakil 
Presiden  juga  dipiiih  oleii  MP*R,  tetapi  mandat  keiiendak  rakj'^at 
lianyH-  dilimpahkan  kepada  Presiden,  dan  Wakil.  Presiden  tidak' 
berkeduduk^n  sebagai  Wakil  Mandat  axis*  Oleh.  karena  itu-di  luar 
MPR,  Pr^sldenlah  yang  metailiki  "Concentration  of"  Power  and 
Responsibility"  yang  dalam  pelaksanaannsra -disertai'  i)PR' sebagai 

Iielaksana-  fimgsi  pengawasan, 

«   ..  ■ 

.  Segi  lain  dari  tugas  MPR  memilih.  dan- juengangkat  Presi-den/ 
Mandat ari-s  ialah  wewenang  Maj-elis-  untuk.  menerima  pertanggung- 
-jav/aban  Presiden/^and^taxis^.-VVewenang.  konstitusionil  ini.  meru- 
pakan  pelaksanaan  suatu  mekanisme  timbal. ,balik.  yang.,,&empurnr 
antara  Pemberi  Mandat  -  d-an.  Mandatarisnya  sesuai  dengan  .sendi- 
G'2:idi..demokrasi,  Jalam.. hal.  ini .. perlu  sef^alu  diingat.  bahwa  da- 
1am.. tata.  kions-titusi  yang  berlaku,-  fungsi  pengawasan  texhadap 
pelaksanaan. .haluan  -Negara  -oleh. Presiden.  oerada-di  ..tangan  DPR. 
Olish  karena.  itu  pelaksanaan  -tugas  -dan.  .weweAang  ini  -iiarus  da- 
laii  •  p  ongert i an.  ■  pemi  .laian .  secara-  m£ny-eluruJ;L.  terhadap  kebijpic- 
sanaan~kebioaksanaan.,PrBsiden  -dengan.. mempernatikan  . pemilaiaii 
yang.^taXah. .  dilakukan  oleh...UPR  setiap  tahun.  dengan  .,hak  budgct- 
nya.  Hal.  ini.  .juga  di  a  ebabkan  karena  •Pembangut^an.JJasional  di~ 
iolcsanakan'  raelalui  sistim  annual  budgeting*  ... 
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II.  Penyaluran  Tun  tut  an  Hidup  dan  Aspirasi  Rakyat 

'1 .  Tuntutan  Hidup  dan  Aspirasi  Rakyat 

Prasyarat  untiilc  racncapai  cita-cita  bangsa  yang  diiwuo- 
Iv.-.in  dalara  Pembukaan  IKJD  45  adalah  terlaksananya  suatu  pro  sot.-, 
kontinuitas  yang  tumbuh  dan  semakin  meningkat.  Oleh  karena 
itu,  penibangunan  bangsa  yang  berencana,  sas  biraatis  dan.  in- 
tegral adalah  satu-satunya  jalan  uiituk  maii-oapai  cita-cita 
"nolindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  peluruh  tumpah  da- 
rali  Indonesia '  dan  vtntuk  memajukan  kesejahueraan  umum,  rnen- 
cordaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  serta  melaksanakan  ke- 
tortiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaaii.,  perdamaian  aba- 
di  dan  keadilan  sosial".,  atau  yang  dirumubi^an  secara  padat 
dalam  tujuan  mencapai  "Masyarakat  Adil  dan'>  Makmur",  Inilah 
arah  perspektif  pembangunan  bangsa  yang  akan  kita  capai  me- 
lalui  proses  yang  berlangsung  terus  dan  berftahap, 

Dengan  demikian,  apa  yang  mehjadi  tuntutan  dan  aspira- 
si rakyat  yang  hidup  masa  kini,  tidak  dapat  dilepaskan  dari 
konteks  cita-cita  Proklamasi  17  Agustus  1945,  Pase  demi  fase 
pada  hakekatnya  harus  merupakan  peningkatan'  ueaha  raenga,rah 
pada  cita-cita  itu,  Pengalajnan-pengalaman  pemit  telah  dira- 
s'akan  oleh  bangsa  Indonesia  ketika  ditinggalkannya  cita-ci- 
ta pembangunan  dan  diselewengkannya  arah  perdpektifnya, 
yang  laenimbulkan  pertentangan-pertentangan  politik  yang  ta- 
jam  dan  rentetan  pertikaian  terus  raenerus  da.^  pada  akhimya 
memuncak  dengan  pemberontakan  G-30-s/PKI,  Koasep  politik 
Nasakora  pada  masa  Orde  Lama  hanyalah  menghasiikan  pergulat- 
an  politik  yang  berpola  pada  pemupukan  kekuds^an  dan  kekuat- 
an  dengan  raerusak  sendi-sendi  demokrasi  sei'ta  raenjauhkan 
bangsa  dari  usaha-usaha  pembangunan, 

Timbulnya  Orde  Baru  mGrupakan  saat  kemhalinya  tekad 
dan  hasrat  raembangun  bangsa  Indonesia,  '^ri  Txmtutan  Rakyat 
yang  berigi:  Bubarkan  PKI,  Reshuffle  Kabinet  Dwikora  dan 
Turunkan  harga,  pada  hakekatnya  merupakpn  rumus.an  suara 
hati  rakyat  yang  sederhana,  ucjtapi  merapu2\yai  makna  hasrat 
dan  tekad  bulat  untuk  kembalj,  kepada  cita-^-cita  Kemerdekaan, 
Tritura  masih  tetap. hidup  dalam  periode  irip.,  bahkan  mengalami 
peningkatan  sebagai  akibat  dai>  perkembpngan-perkembangan 
yang  telah  dicapai. 
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Sesuai  dengan  kerangka"  tersebut  di  abas,  maka  tuntutan 
iaidup  dan  "aspirasi  rakyat  sekararxg  pada  hakekatnya  meliputi 
pembatigunan  materiil-spirituil,  pambaharuan  atau  modemisa- 
si  dan  pelaksanaan  Demokrasi  Pancasila  yang  lebih  rnantap, 
Keseluruhannya  itu  haarus  ditirijau  dari  dasar-dasar  pandang- 
aii  bangsa  yang  dirumuskan  dalain  pengQrtiun  "Wawasan 
Nusantara"  untuk  meningkatkan  ketahanan  naaibnal,  Sehubung- 
an  dengan  ketahanan  nasional  ini,  tinjauan  kita  berdasarkcn 
kenyataan  geo-politis  bahwa  wilayali  Nega.ra  terdiri  lebih 
dari  13,000  pulau-pulau  yang  tersebar  eebagai  Nusantara, 
Untuk  dapat  meningkatkan  ketahanan  nasional  wllayah  yang 
demikian  itu,  harus  diwujudkan  satu  Kesatuan  Politik,  satu 
Kesatuan  Sosial-Budaya,  satu  Kesatuan  Ekonomi  dan  satu  Kesa- 
tuan Pertahanan-Kearaanan  dalam  segala  aspek-aspeknya,  Di 
■samping  itu,  perabangunan  nasional  -yang  meliputi  empat  bidang 
tersebut  Juga  harus  merupakan  kesatuan  kegiatan  yang  serasi, 
deiigan  prioritas  pada  pembangunan  ekonomi,  Dari  uraian  di 
atas  kita  melihat  suatu  proses  yang  berlan jut  yang  selalu 
hidup  dalam  masyarakat  dan  tetap  dalam  orientasi  yang  sama, 
yaitu  mencapai  cita-cita  Kemerdekaan,  Tuntutan  hidup  dan 
aspirasi  rakyat  inilah  yang.hendak  dirumuskan  dalam  putusan- 
putusan  Majelis, 

Dalam  rangka  penyusunan  Garis-garis  Besar  Haluan  Nega- 
ra  yang  m.erupak:an  program  umum  pembangunan  bangsa,  terdapat 
tiga  pokok  persoalan  yang  menjadi  pusat  perhatian  Sidang 
Umum,  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  pesat,  perata- 
an  pendapatan  dan  partisipasi  rakyat,  Ketiga-tiganya  meru- 
pakan satu  kesatuan  yang  saling  mempengaruhi ,  dan  saling 
membatasi.  Pola  pemikiran  masyarakat  dalam  hal  ini  ialah 
bahwa  pertumbuhan  ekonomi  harus  menjamin  pembagian  pendapat- 
an yang  merata  bagi  seluruh  rakyat  dan  semua  daerah  dalam 
tingkat  yang  wajar  sesuai  dengan  rasa  keadilan  dalam  rang- 
ka mevrnjudkan  azas  keadilan  sosial,  Pembangunan  dengan  de- 
mikian tidak  hanya  ditujukan  untuk  peningkatan  produksi, 
tetapi  juga  diarahkan  untuk  mencegah  ketidak-selarasan  ke- 
dudokan  ekonomi  dalam  masyarakat  serta  menumbuhkan  azas  hi- 
dup sederhana  dan  wajar,  Azas  keadilan  tidak  dapat  dilihat 
hanya  sebagai  tujuan,  tetapi  sekaligus  menjadi  ethos  pemba- 
ngunan yang  selalu  tercermin  dalajn  proses  pembangunan. 
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Partisipasi.  rakyat  dalam  kehidupan  bemegara  hendaknya 
semakin  digerakkan  dan  diarahkan  socara  positif  dan  konstruk- 
ti'f  sGjalan  dengan  pembangunan  itu  sendiri,  Hal  ini  dapat 
dilaksanakan  dengan  usaha  bersaraa  memelihara  kobebasan  pers 
yang  bertanggung  jawab,  kebebasan  mirabar  maupun  partisipasi 
molalui  kegiatan-kegiatan  profosionil,  Demikian  pula  per- 
turabuhan  partai  politik  dan  Golongan  Karya  harus  diarahkan 
kepada  orient asi  baru  dengan  meninggalkan  konsep  perausatan 
kekuatan  demi  kekuasaan,  dan  raenggantikannya  dengan  cara~ 
cara  mendidik,  mengajak  dan  mendorong  seluruh  rakyat  daiam 
kegiatan  pembangunan,  Dengan  demikian  harapan-harapan  rakyat 
ak:an  pengakuan  eksistensinya  yang  semakin  meningkat  pada 
masa-raasa  raendatang-  dapat  tersalurkan  melalui  lembaga-leraba- 
ga  kenegaraan  dan  kemaayarakatan  secara  wajar  ,dan  sehat, 

m 

Dengan  melihat  pada  ketiga  pokok  persoalan  di  atas  ma- 
ka  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  telah  benar-benar  menam- 
pung  aspirasi  dan  tuntutan  hidup  keseluruhan  rakyat,  dan 
merupakan  program  bangsa  yang  sekaligus  mengikat  selurrih.  . 
bangsa  dan  merupakan  kebulatan  tekad  untuk  bersama-sama 
melaksanakannya  dalam  fungsi,  jabatan  dan  kedudukannya 
nasing-masing,  Garis-garis  Beaar  Haluan  Negara  dengan  demi- 
kian merupakan  pedoman  yang  mengikat  seluruh  bangsa  dalam 
melaksanakan  pembangunan,  dan  sekaligus  program-program 
■yang  dirumuskan  di  dalamnya  mencerminkan  jaminan  akan  pe- 
ningkatan  keliidup.an  manusia  Indonesia  seut-uhnya  dan  masyara- 
kat  seutuhnya  juga, 

2,  Proses  Penyaluran  Tuntutan  Hidup  dan  Aspirasi  Rakyat 

Undang^imdang  Dasar  45  menghendaki  supaya  dinamika 
pertumbuhan  masyarakat  dan  aspirasi-aspirasinya  selalu  di- 
ikuti  dan  diperhatikan.  Sebab,  "kita  harus  hidup  secara 
dinamis,  harus  melihat  segala  gerak-gerik  kehidupan  masyara- 
kat dan  Negara  Indonesia"  (Penjelasan  UUD  45  -  Umum,  IV). 
Tidak  dapat  diingkari,  bahwa  perintah  tersobut  tcrutaraa  di- 
berikan  kepada  MPR,'  dan  haivs  dilaksanakan  sedikit-dikit- 
nya  lima  tahun  sekali  dalam  suatu  Si dang  Umum, 


s 


Soperti  kita  ketahui,  tmtutan  hidup  dan  segala  aapi- 
rasi-aspirasi.  rakyat  mengalarai  proses  kristalisn.si.  Dsilaiii 
poriode  ini,  kristali3asi  itu  tolah  dimulai  secara  impli- 
sit  dalam  thema  karapanye  pemilihan  umum  Parpol-parpol  dan 
ijolkar,  dan  dalam  statement- statement  Iciinnya,  serta  dalojn 
pGrkembangan  kehidupan  ketatanegaraan  kita,  Seluru.h  kegiat- 
DXif  baik  dalam  hal  mempersiapkan  Naskah  Garis-garis  2esar 
Haluan  Negara,  maupun  pemikiran.'-pemikiran  yatig  akan  dituang- 
knn  dalam  putusan-putusan  MPR  laiimya,  telah  meliputi  eelu- 
ruh  masyarakat,  Apalagi  deiigan  pemTjehtukan  Team  Penyiapan 
Bahan-bahan  Sidang  Umum  MPR  1972  -  1973,-  yang  TDekerjr,  do- 
ngan  bahan-bahan  yang  terkumpul  ciari  lerabaga-lembaga  pemer- 
rintahan,  swasta,  Perguruan  Tinggi,  Partai-partai  Politik 
dan  Golongan  Karya,  jelas  dibuktikan  usaha  untuk  menan- 
pmig  aspirasi  seluinih  rakyat.  Team  ini  raenghasilkan  Rancang-' 
an  Naskah  GBHN  yang  mempakan  lampiran  Pidato  Presiden 
1  Oktober  1972  pada  waktu  peresmiar.  keanggotaan  MPR, 

Di  dalam  Golongan  Karya,  penyusoman  ide-ide  secara 
sistimatis  dimulai  pada  Rapat  Kerja  I  Golkar  seluruh 
Indonesia,  Maret  1972o  Pada  dasamya  pokok-pokok  pikiran 
Golkar,  khususnya  mengenai  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara, 
materinya  terdapat  dalam  Strategi  Dasar  Era  Pembangunan 
25  Tahun^  Ide  pokok  tersebut  kemudian  dirumuskan  secara 
terperinci  dalam  Rapat  Ehusus  DPP  Golkar,  April  1972, 
Melalui  Partai-partai  Politik  terjadi  juga  kristalisasi 
dari  aspirasi.  dan  tuntutan  hidup  rakyat,,  Kesemuanya  itu, 
baik  melaiui  Team  Penyiapan  Bahan-bahan-  Sidang  Umum  MPR 
(Team  Dajfjatmo)  maupun  melalui  Fraksi  masihg-masing  dalam 
ICPR,  merupakan  bahan-bahan  bagi  Sidang  Umum  MPR  untuk  me- 
nentukan  putusan-putusannya. 
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Ille  Musyawarah  DaJ.ara  I/CPR 

1*  Si  dang  Urmxw.  Oktober  1972 

Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  iiasil  Pemilihan  Umum  1971 
mengawali  kegiatannya  dengan  mengadakan  Si dang  Umum  pada  tanga 
1  sampai  dengan  3  Oktober  1972,  Acara  Sidang  kali  ini  beluin 
meinApakan  realisasi  dari  ketiga  tugas  MPR,  akan  tetapi  secara 
materiil  baru  merupakan  persiapan  saja.  Tugas  dan  wewenang 
iiiPR  yang  sesimgguhnya  direalisasikan  pada  Sidang  Umum  Maret 
1973.  Acara  pokok  Sidang  Umum  Oktober  1972  ialah  pelantikan 
anggota-anggota  MPR,  Amsiiat  Presiden,  pemilihan  Pimpinan  IWR, 
pembagian  fraksi-fraksi  dan  pembentiikan  Badan  Pekerja  (BP), 

Dalam  sidang  hard  kedua  secaTa  aklamasi  telah'  disetujui 
bahwa  anggota  I/IPR  yang  menjabat  Pimpinan  DPR  dipilih  untuk 
men^abat  Pimpinan  IViPR  dengsji  komposisi  yang.  sama,  ditambah 
dengan  seorang  Wakil  Ketua  darl  U'tusan  Daerah  (Keputusan  No. 
1/i'ilPR/l972) .  Adapun  komposisi  Pimpinan  MPR  tersebut  adalah  se- 
bagai  berikut:  Ketua  KoH.  Idiiam  Chalid  dan  para  Wakil  Ketua 
masing-masing  Drsc  Simiskuirij  Demo  Pranoto,  Jo  Naro  SH, 
Fih.  Isnaeni  dan  Kai'tidjo  (Keputusan  No »  2/MPR/1972). 

Persoalan  mengenai  Pimpinajrj.  liT'B.  jauh  sebelum  sidang  ini 
sudah  ramai  dibicarakan.  Pada  awal  bijilan  Oktober  1971  dalam 
pertemuannya  dengan  Partai-pai-tai  Politik  dan  G-olongan  Karya, 
Presiden  Soeharto  mengajukan  gagasantiya  antara  lain  agar 
Pimpinan  MPR  tidak  melembagas  Seraua  pihai-c  dapat  menerima  ustil 
tersebut.  Dan  satu  tahun  kemndi an  dalam  pidato  peresmian 
anggota-anggota  MPR  Presiden  mengu.langi  harapannya  yang  sajna. 
Hal  itu  berarti  bahwa  Pimpinan  ICPR  hanya  berfung^i  selama 
masa  persidangan  dan  dalam  rangka  mempersiapkan  suatu  per- 
siaar.igan.       ,  ■ 

Memang  salah  satu  keleraahan  produk-produlc  MPRS  ialah 
menempatkan  kedudulian  Pimpinan  MPRS  sebagai  miniatur  lembaga 
MPH(S).  Pimpinan  ICPRS  dapat  bertindak  at  as  nama  MPRS  bahkan 
raempun^ai  hak  untLilc  "menga^vasi  pelaksanaan  ketetapan-ketetapan 
LEPRS".  Padahal  berdasarkan.  UTJD  45  kedaulatan  rakyat  dilakukan 
sepenuhnya  oleh  MPR  csbagaL  p-^njelmaan  seluruh  rakyat.  Wewe- 
nang dan  tugas  MPR  berada  di  taiugan  Sidang  MPR  sebagai  satu 
kesatuan  ("die  gesaiate  Staatogewalt  liegt  allein  bei  der 
Majelia")j,  tidak  di  tangan  anggota-anggota  secara  perseorangan 
dan  tidak  juga  di  tangan.  Pimpinan  MPP(S)  atau  badan  yang 
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dibentuk  seperti  Badan  Tekerja.  Pimpinan  MPR(S)  atau  Badan  ' 
Pekerja  hanya  boleh  bertindalc  atas  perintah  Sidang  I£PR(s). 
r.IerekG  tidak  me/iipunyai  hak  inisiatif .  Oleh  karena  itu  Pimpi 
IVIPR(S)  atau  Badan  Pekcrja  lianya  berfungsi  sebagai  petugas  ~ 
untuk  melancarkan  jalannya  Sidang  L'[PR(s).,  daa  tidak  dapat 
-meweOcili"  atau  "mengatasi"  I,IPR(S)o  /.palagi,  tugas  mengawasi 
PresidenAandataris  adalah  hak  DPR,  bukan  Pimpinan  MPR(s) 
atau  Badan  Pekerja.  Oleh  karena  itu  u^tuk  menghindari  kesin- 
pan,rrjiuran  dalam  tata  hubi,mgan  antar  lembaga-lembaga  Negara 
dan  untuk  tidak  raengaburkan  tugas  konstitusionil  DPR,  maka 
anggota  MPR  yang  menjabat  sebagai  Pimpinan  DPR  dipilih  untiik 
mp.njadi  Pimpinan  MPR,  ditambah  seorang  Wakil  Ketua  dari  Uturar 
Daerah» 

Dengan  Keputusan  No.  3/toR/i972  Sidang  mengesahkan  pem- 
bcntulcan  lima  fraksi  yaitu  Fraksi  ABRI,  Praksi  Karya  Perabanguii 
an,  Praksi  Demokrasi  Pembaiigunan  (sekarang  Praksi  Partai 
-Demokrasi  Indonesia)..  Pr^.si  Persatuan  Pembangunan  dan  Prak- 
Utusan  Daerah. 

Kecuali  itu  dibantuk  Badan  Pekerja  yang  diketuai  oloh 
Wakil  Ketua  M  dari  Utusan  Daerah  (Eartidjo),  dibantu  oleh 
lima  Wakil  Xetua  dari  lima  Praksi  (Keputusan  No.  4  dan  No. 
5/aiPR/l972)o  Badan  Pekerja  terdiri  dari  45  anggota  dan  45 
anggota  pengganti.  Tugas  pokok  BP  adeXah  mempersiapkan  acara- 
acara  Sidang  MPR,  rancangan  produk-produk  LIPR  dan  memberikaii 
saran  kepada  Pimpinan  MPR  menjelang  SidaD.g  MPR. 

UntuJc  tidak  mengulangi  kesalahan  ds-^i  BP-MPRS  dulu,  nalo 
Badaji  Pekerja  MPR  sekarang  hanya  beker.ja  apabila  diperintpj.^ 
oleh  Sidang  &IPR.  Setelah  selesai  tugasnya  mempersiapkan  ren- 
cana-rencana  sidang,  BP  sudah  tidak  berfungsi  lagi.  Sidang 
Dmum  Oktober  1972  menugaskan  kepada  BP-MPR  untuk  mempersiap- 
kan Tata-Tertib  MPR,  Garis-garis  Besaz'  Haluan  Negara,  Tata 
cara  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  meninjau  prodv 
produk  MPRS  serta  merencanakan  produlc^produJc  MPR  yang  dipan- 
dang  perlu.  Tugas-tugas  terse but  harus  selesai  pada  akhir 
bulan  Januar'i  1973  (Keputusan  No.  6/MPR/1972). 


2e  Badan  Pekerji^n. 

.      Dalam  melako.......  Pekerja  telah  melaicu 

kan  masa  persidangan  sebanyak  3  kali  yaitu  masa  persidangan 
pertaiaa  (25  Oktober  -  3  Nopember  1972)  antara  lain  telah 
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mGiniliii  5  Wakil  Ketua  dari  5  Fraksi,  mendengarkan  penjelas- 
an  tentang  Naskah  Kerja  GBM  dari  Ketua  Team  Darjatmo  dan. 
menetapkan  tata  kerja  BP.  Masa  persidangan  kedua 
(16  Nopember  -  20  Desember  1972)  antara  lain  telah  diisi 
dengr.n  Pemandangan  Umum  anggota  cerhadap  tugas-tugas  BP, 
peinbentukan  Panitia  Ad  Hoc  I  dan  11  serta  kegiatan  dan  rapat- 
rapatnya,  Masa  persidangan  ketiga  (5-31  Januari  1973)  di- 
isi dengan  rapat-rapat  Panitia  Ad  Hoc  I  dan  II. 

Panitia  Ad  Hoc  I  ditugaskan  imtuk  menyusun 

a)  Rantap  tentang  Peraturan  Tata-Tertib  MPR 

b)  Rantap  tentang  Tata-Cara  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil 
Presiden 

c)  Rantap  tentang  Hubimgan  antar  Lembaga-lembaga  Negara  Ter- 
tinggi 

d)  Rantap  tentang  Keadaan  Berhalangan  Presiden  dan/atau 
Wakil  Presiden 

e)  Menyiapkan  rancangan  Acara  Sidang - Um-uni  MPR  1973. 
Untuk  menyelesaikan  tugas-tugas' tersebut  Panitia  Ad  Hoc  I 
membentuk  Panitia  Kerja  8, 

Karena  terdapat  saling  pengertian  maka  pembahasan  ma- 
teri-materi  tersebut  ber jalan  dengan  lancar.  Pada  waktu 
Panitia  Ad  Hoc  I  mengakhiri  tugasnya  lianya  terdapat  satu  ma- 
salah  yang  belum  dapat  dipecahkan  yaitu  raengenai  voting. 
Praksi  Persatuan  Pembangiman  menghendakii  agar  voting  dilaku- 
kan  dalam  Rapat  Paripuma  Badan  Peker ja  dan  Rapat  Paripuma 
Majelis.  Sedangkan  Praksi-fraksi  lain  berpendapat  bahwa 
voting  juga  dilakukan  dalam  Rapat-rapat  Komi  si.  Dalam  per- 
kembangan  diskusi,  Praksi  Persatuan  Pembangunan  dapat  raene- 
rima  penggunaan  voting  dalam  Rapat  Komisi  akan  tetapi  liarus 
secara  terbuka.  Akhimya  masalah  ini  dapat  diselesaikan  oleh 
Pimpinan  BP-MPR  dengan  kata  sepakat  bahwa  voting  dapat  diam- 
bil  pada  Eapat-rapat  Komisi  sesuai  dengan  sifat  rapat. ya^g 
bersangkutan,  terbuka  atau  tertutup, 

Adapun  pembaiiasan  Rantap-rantap  lainnya  tidak  menemui 
kesulitan-kesulitan  yatig  berarti.  Dalam  menyelesaikan  tugas 
Tienyusun  Rantap-rantap  tersebut  dipergunakan  bahan  pokok 
yang  diajukan  oleh  Praksi-fraksi  yang  kemudian  diperkerabang- 
kan  dan  diserapumakan  dalam  rapat-rapat. 

Panitia  Ad  Hoc  II  mendapat  tugas  untuk 
a)  merumuskan  Naskah  Rancangan  Garis-garis  Besar  Haluan  Ne- 
gara dan 


b)  a3ninjau  kembali  produk-produk  LIPR?  sarta  merencanakan 
produJc-produk  baru  MPR  yang  dipandang  per.lu, 

Adanya  kesatuan  peudapat  unlruk  meneriraa  secara  bulai: 
Picato  Presiden  Soeharto  beserta  lampirarxnya  sebagai  c'sliari 
d:iiarn  rnembahas  rancangan  ,GBHN,  sangat  memperlancar  peker j'.-;,- • 

Paiiitia  Ad  Hoc  II,  Apabila  pendapat-pendapat  dalam  Pe- 
ncLidangan  Umum  Praksi-fraksi  dijajarkati  dengan  Lampiran 
Pida,to  Presiden,  dapat  disiinpulkan.  bahwa  seraua  itu  merv.vok: 
pengiAatan  atau  penyempumaan  atas  materi  Lampiran  Pidato 
tersebut, 

Sebagai  persiapan  untuk  menyusim  Rancangan  Naskah 
aaris.~garis  Besar  Haluan  Negara  pertaraa-tama  Panitia  Ad  Hoc 
II  membentuk  Panitia  Inventarisasi  ymg  terdiri  dari  tiga 
orang  Pimpinan  Panitia  Ad  Hoc  II  ditambah  2  o rang  dari  Prak- 
si  yaiig  belum  terwakili  (Praksi  Persatuan  Pembangunan  dan 
Praksi  Partai  Demokrasi  Indonesia).  Panitia  ini  menyusun 
inventarisasi  Pemaixdangan  Umiim  Praksi-fraksi,-  . 

Pekerjaan  selanjutnya  diserahkan  kepada  Panitia  12  yaiig 
hams  .rnembahas  materi.  hasil  inventarisasi.  Dalam  pembahasan 
tahap  pertama  Panitia  12  menyelesaikan  lebih  dahulu  materi- 
materi  yang  mudah  mendapatkan  perse suai an  dan  persetujuan 
dari  semua  Praksi-f raksi.  Eemudian  perumusannya  dikerjakan 
oleh  Panitia  Perumus  5  yang  terdiri  dari  3  orang  Pimpinan 
Panitia  Ad  Hoc  II  ditambah  2  orang  masing-masing  1  dari  Pr;-?Jc- 
si  Persatuan  Pembangunan  dan  1  dari  Praksi  Partai  Demokrasi 
Indonesia,  Materi-materi  yang  belum  mendapatkan  kata  sepakat 
ditangguhkan  aahulu  pembahasannya  untuk  dicarikan  jalan  pe- 
nyelesaian  dengan  pendekatan-pendekatan,  lobbying  serta  kon- 
sultasi  intern  fraksi  maupun  antara  fraksi-fraksi  .dengan 
memperhatikan  perkembangan  pembahasan rdalam  rapat. 

Materi-materi  yang  pada  mulanya  suk;ar  untuk  dipecahkaii 
dan  belum  mendapatkan  persesuaian  tjerdapat  dalam  bidang 
Sosial-Budaya  dan  bidang  Politik.'  Pemebahan  masalah-masalaii 
i.ni  diusahakan  melalui  pendekatan-pendekatan  baik  formil 
maupun  inf ormil  dalam  lobbying^lobbying  dan  konsultasi-kon- 
sultasi, 

Dalam  bidang  '^ORial-Budaya  yang  raenjadi  masalah  adalah: 
1.  Praksi  Persatuan  Pembangunp»r>  menghendaki  dipisahkannya 
materi  mengenai  agama  dari  Bidang  Sosial-Budaya,  sehing- 
ga  berdiri  sendiri  dengan  satu  heading  tersendiri,  Agama 
menurut  Praksi  ini  tidak  termasuk  Bidang  Sosial-Budaya, 
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Praksi-fraksi  lain  berpendirian  sebaliknya,  materi-materi 
agama  terrsasuk  dalam  Bidang  Sosial-Budaya.  Dasar  dari 
pendirian  ini  ialah  bahwa  materi-materi  dalam  sub-heading 
Agama  tidak  raengatur  seliik-beliik  agama,  tetapi  mengatur 
kehidupan  orang-orang  beragama  dalam  hubungan  manusia'de- 
ngan  manusia  dalam  masyaralcat,  Dengan  deraikian  gecara 
sosiologie  Agama  termasuk  bidang . Sosial-Budaya, 

2,  Fraksi  Karya  Pembangunan,  PraJcsi  ABRI  dan  Fralcai  Utusan 
Daerah  menguaulkan  supaya  dicantumkan  istilah  "Kepercaya- 
an"  di  belakang  setiap  istilah  "Agama'?,;  Praksi  Persatuan 
Pembangunan  berkeberatan  terhadap  usul  tersebut, 

3,  Karena  Pendidiksin  Moral  Panoaaila  diteriina  oleh  seraua 
pihak,  maka  Praksi  Persatuan  Pembangunan  menguaulkan  su- 
paya pendidikan  A^ama  dicantumkan  juga  dalam  bidang  yang 
sama.  Sebenamya  mengenai  materi  pendidikan  Againa  tidak 

•  terdapat  masalah  di  antara  fraksi-fraksi,  Persoalannya 
ialah.  mengenai  penempatannya  dalam  hubungan  sistimatika 
keaeluruhannya,  apakah  termasuk  bidang  Pendidikan  atau- 
kah  bidang  Agama, 

4,  Masalah  pelayanan  pemmaian  ibadah  haji,  menurut  Praksi 
Karya  Pembangunan,  Praksi  ABRI  dan  Praksi  Utusan  Daerah, 
sudah  tertampung  dalam  rumusan  mengenai  sarana-sarana 
pengembangan  kehidupan  keagamaan,  karena  itu  diusulkan 
supaya  dihapus  sa;ja,  Usui  ini  ditolak  oleh  Praksi  Persa- 
tuan Pembangunan, 

Dalam  bidang  Politik  yang  menjadi  persoalan  di  antara 
fraksi-fraksi  ialaih: 

1,  Praksi  Persatuan  Pembangunan  dan  Praksi  Partai  Demokrasi 
Indonesia  berkeberatan  terhadap  pembatasan  struktur 
Partai  Politik/Golkar  sampai  Daerah  Tingkat  II,  apalagi 
kalau  hal  itu  dicantumkan  dalam  GBHN,  Berkaitan  dengan 
masalah  ini  terdapat  juga  perbedaan  pengertian  mengenai 
"Lembaga  Musyawaraii  Desa»»  sebagai  salah  satu  wadah  penya- 
lur  pendapat  masyarakat  .  pedesaan,  Untuk  raenghindari  salah 
pengertian,  Pi^si  Partai  Demokrasi  Indonesia  menguaulkan 
supaya  istilah  itu  dihapus  saja,  Akan  tetapi  Praksi- 
fraksi  lain  tidak  menyetujui  usul  ini, 

2,  Istilah  "raonoloyalilc^'''  b?c"'  "T'-'ratur  pemerintahan  tidak 
dapat  diterima  oleh  Praksi  Persatuan  Pembangunan  dan 
Praksi  Partai  Demokrasi  Indonesia, 
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3,  Ponggunajaii  istilah  "otonorai  riil"  tidak  dapat  disqtujui 
Fraksi  Partai  Deiaokrasi  Indonesia,  dan  diusulkan  imt-uk 
diganti  "otonomi  seluas-luasnya",  Mengenai  masalah  peng- 
angkatan  Gubemur/fcepala  Daorah  kurang  disetujui  imtuk 
dicantumkan  dalatn  GBHN  secara  eksplisit, 

Segala  upaya  ditujukan  imtuk  mcnyelesaikan  semua 
"crucial  points"  tersebut  dengan  didorong  oleh  itikad  baik 
dan  dengan  satu  tujuan,  yaitu  agar  raasalah-masalah  yang  pc- 
lik  dan  peka,  dapat  diselesaikan  dengan  sebaik-baiknya  domi 
menjaga  porsdtuan  dan  kesatusin  bangsa*  Akhirnya  masalah-raa- 
salah  dalam  bidang  Sosial-Budaya  dapat  diaelesaikan  secara 
baik  dengsm  penyempumaan-peftye/npulTnaan  sebagai  berikuts 

1,  Judiil  "Bidang  Sosial-Budaya"  disempumakan  menjadi  "Bi- 
dang  Agama  dan  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa, 
Sosial-Budaya", 

'2.  Sub-judul  "Agama"  yang  disempumakan  menjadx  "Agama  dan 
.  Kepercayaan  terhadap  Tulian  Yang  Maha  Esa"  tetap  .dalaTi  bi- 
dang ini,  hanya  ditempatkan  sebagai  sub-judul  yang  perta- 
ma,  mendahului  mat eri-mat eri  lain  (Kesehatan  dan  Keluarga 
Berencana;  Pendidikan,  Ilmu  Pengetahuan,  Teknologi  dan 
Pembinaan  Generasi  Muda;  Kebudayaan  Nasional) , 

3,  Istilah  ."Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa"  dito- 
rima  dalam  berbagai  rumusan, 

4,  Terdapat  penyempumaan  yaitu  dicanturakannya  prinsip  ke- 
bebasan  menghayati  dan  mengamalkan  Ketuiianan  Yang  Maha 
Esa  dalam  peri  kehidupan  beragama  dan  peri  kehidupan  her- 
kepercayaan, 

' 5,  Masalah  pendidikan  Agama  dimasukkan  dalam  rumusan  menge- 
nai penambahan  "sarana-sarana  yang  diperlukan  bagi  pe- 
ngembangan  kehidupan  Keagamaan  dan  kehidupan  Kepercayaan 
terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  termasuk  pendidikan  Agama 
yang  dimasukkan  ke  dalam  kurikulum  di  sekolah-sekolali  rnu- 
lai  dari  sekolah  dasar  sampai  dengan  universitas-imivei?- 
sitas  negeri", 

6,  Pelayanan  penunaian  ibadah.  haji  tetap  dicantumkan. 

Persoalan-persoaJ-an  dalam  bidang  Politik  dapat  disele- 
saikan  sebagai  berikut: 

1,  Tentang  struktur  Partai-partai  Politik/Golongan  Karya  ti- 
dak  dinyatakan  pembatasannya  sampai  Daerah  Tingkat  II, 
raelainkan  hanya  diberikan  pengarahan  dan  pelaksanaannya 


akan  diatui' .  den^ari  UiicL£iii§--u-aclai'ig  sesuai  don-gan  jiwa  ■ 
Pancasila  dp.n  UL'D  43,  S8dai\c^a!:i  niengenai  "Lembaga  Musya- 
warah  Desa"  hetap  dicanVamkan  sebaga.l  salah  satu  kemung- 
kinan  dalaa  pmyGmpi;' '^naari  vpadah-wadaL  penyalur  pendapat 
raasyarakat  pedesjaaiio 

2,  Istilah  ''monolcyalitas"  diganti  "penvJi  kesetiaan  dan  ke- 
taatan.  kepada  Negara  daia  PaT-erintah", 

3«  Tentang  "Ojonomi  riil"  di^.anti  dengan  "otonomi  daerah 
yang  nyata"  dsm  dincpakati  bahwa  hal-hal  raengenai  otonomi 
daerah,  termasuk  pemilihan  dan  pengangkatan  Gubemur/ 
KDH  diatur  dengan  Und8ng-undan.g, 

Dengan  teroapainya  persetujuan  bersama  kelima  Praksi 
raengenai  masalah— aaasalah  yang  sukar  dipecahkan  itu,  maka 
Panitia  Ad  Hoo  II  telah  berhasil  merumuskan  suatu  rancangan 
Naskah  Ga'sris-garis  Besar  Hainan  Negara  secara  bulat  dan  tun- 
tas,  Hanya  terdapat  satu  niasalah  tehni^  yang  belutn  dapat 
diselesaikan,  yaiti-i  mengenai  penuaK.gan  ke  dalara  Ketetapan, 
Keempat  Fraksi  sepakat  imtuk  raenuyngkan  GBHN  dalam  satu 
Ketetapan  yang  utuh^  sedang  Frciks?!  Demokrasi  Indonesia 
laengusuUiiesi  2  Ketetapan,  Olen  Piiupinan  BP-MPR  masalah  ini 
akhimya  dapab  diseleeaikan  dsai  disetujui  oleh  semua  Praksi 
untuk  menuangken.  GBHT  dolain  satu  Ketetapan  saja, 

Pembahasan  tentang  peninjauan  Ketebapan-ketetapan  MPRS 
tidak  menghadapi  kesu3.ita:;io  Pa!:^itic-  6  ;<"&ng  ditugaskan  untuk 
menyelesaikan  tugaa'  ini  dapat  berjalap  la-icar^  Pada  akhimya 
Panitia  Ad  Hoc  II  menyerabkan  hs^^i:c  ii-crjaiiya  yang  terdiri 
dari: 

1^  Rancangan  Naskah  Garis-garis  Besar  Hainan  Negara 

2,  Materi-materi.  yang  perlu-  dirumuskan  dalam  Rantap,  meliputi 

a)  Pengangkatan  Presiden 

b)  Pengangl:atan  Walril  Presiden 

c)  Lapor^n  dan  Pertanggungan  Jawab  Presiden 

d)  Pelimpalaan  TugC;^  dan  Kewenangan  kepada  Presiden/lMan- 
dataris  X^E  uji-cuk  melalcsanakan  Tugas  Kat)inet  Pembangun- 
an 

e)  Pemilihan  UcaujTi 

f )  Penin;jauan  Prod.uk-prorlii!?:  vR.ng  oeinipa  Ketetapan- 
ketetapan  ?iIPRS» 

Untuk  mexnyalesaikan  petnbahaeisn  lebih  lanjut  keenam  ma- 
teri  di  atas  den  .tca^iaJ-^/skannya  ke  dalam  Rantap-rantap,  BP- 
DilPR  membentuk  Paiiitia       H.oc  ill  ryavi  tordiri  da3ri  12  orang. 


Tugas  terakhi.x'  yaxiji-  bei-u^Ji.  ponye.tipurnaan  redaicsionil  serta 
pen3''elesaian  perbedaan-^xifirbedaan  yang  rnasih  a.da  diserahkan 
''.3pada  Pirapinan  BP-I\CPR.,  Alihirnya  seaiua  tugas  Badan  Pekerja 
dapat  diselesaikan  seacai  ajiio'an  batas  waktu  yang  disedia- 
kan,,  Hasil-haeil  Badan  Pekerja  ini  berupa  sebelas  Rancangaii 
Ketetapan  MPR  dan  dua  Rancangan  Keputusan  MPR.  Oloh  karena 
dalam  BP-IffPR  tclah  duduk  wakil-wakil  PraJcsi,  maka  pada  ha- 
kekabnya  hasil-liasil  Badan  Pekerja  itupun  merupakan  hasil 
borssjna  yong  mengikat  aemua  fraksi, 

Sebenarnyaj,  dipanclcin.g  dari  komposisi  kekuatan  dalaci 
r/DPR  dan  dii^kur  dengan  '•''bai'ome-i;er  deinokrasi  liberal"  maka  ti- 
ga  fraksi  yang  tergabung  dalam  Keluarga  Besar  Golongan  Karye 
dapat  dengan  ma'dab.  csema'r.sakGn  kehendaknya  melalui  pemunguta: 
suara  dalam  rapat  pleno  Bad£r-,n  Pekerja,  Akan  tetapi  Demokras:; 
Pancasila  mGngiitanial!:ar-  UBaha,  dan  ikhtiar  \mtuk  sejauh  mimg-- 
kin  menempuii  jaJ-ar?.  mueyawoxa-li  imtuk  mencapai  mufakat  dan 
tidak  menonoo2kan  "mayor-i:;a3  ataii  n-iinQritas"  ataupim  ke- 
mutlakan  golciai-ian,  GmiB.-  .^lemri'^'aiilcari  masalah-masalah  yang  suli 
diselesaikan  ditempuii  j^.l-'in  lobbying,  pendekatap  dan  konsuj.- 
tasi-konsultab'i,  Dengai:.  o.emikiaia  ber-hasilnya  rapat-rapat 
Badan  Pekerja  sekaligiif?  m.smb'ulz-'jikan  bahwa  semua  Fraksi  yang 
mencerminkan  kekuatan-kekiiatan  sosial-politik  telah  mampu 
melaksanakan  Demokrasi  lancasila,, 

3.  Si dang  Umum  Maret  1973 

Sidang  Umuira  yang  berlangsung  dari  tanggal  12  sampai  de- 
ngan 24  Maret  1973  adalah  peristiwa  bersejarah.  yang  sangat 
penting  artinya,  karena  merupakan  sidang  yang  pertama  kali- 
nya  dari  Lembaga  Tertinggi  Negara  hasil  Pemilu  yang  melal-csa- 
nakan  tugas  dan  wewenangnya  sesuai  dengan  UUD  45, 

Acara-acara  pokok  dari  7  ,  rapat  paripurna  Majelis  ter- 
sebut  adalah  sebagai  borilait:  Pidato  pertanggungan  jawab 
Presiden/Mandataris J  pengesahan  Peraturan  Tata-Tertib  ICR, 
Pemar).dangan  Umum  Praksi-f raksi  atas  hasil-hasil  Badan  Peker- 
ja dan  pertanggune.an  ;;u\7&.b  I'reaiden,  pembentukan  3  Komisi 
(Komisi  A,  B,  don  O)  yaug  membalias  serta  menyelesaikan  seca- 
ra  final  Ra-'''^".p-iv^:.tap  yang  dirG-'J-'^^iapkan  BPj  Stemmotivering 
Praksi-fraksi  atas  lia^  ;-.l  3  Komiaij  pengesahnn  Ketetapan-ke- 
tetapan  IiIPRj  pemilJ.hn-     ■  -  .  j:?r>p;ar2;katan  Presiden  dan  Wakil 
Presiden, 
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Pidato  pertangg^ingjawaban  Presiden/laaada-baris  adalah 
yang  pertama  kali  dilaksaaakan  dala/n  sejarah  ketatanegaraan 
Republik  Indonesia,  Meskipun  Presiden  diangkat  oleh'  IdPRS, 
nanaun  tetap  raemberikan  pertanggungan  jawab  kepada  MPR  hasil 
Pemilu,  Sebab,  selama  UUD  45  berlaku  Majelis  merupakati  lem- 
baga  tertinggi  yang  berlangsung  terus,  siapaputi  personalia 
yang  duduk  di  dalamnya.  Apalagi,  pada  pihak  Presiden/kan-  . 
dataris  .  sendiri  terdapat  itikad  uniruk  merintis  serta  melurus- 
kan  jalan  kehidupan  konstitusionil-  sesuai  dengan  UUD  45. 
Mengingat  pentingnya  acara  ini,  maka  Majelis. in enganggap  per- 
lu  imtuk  menugaskan  satu  Komi  si,  yaitu  Komisi  C,  untuk  me- 
nanggapi/nenilai  pertanggujtigan  Jawab  Presiden  tersebut  dan, 
sekaligus  menggarap  materi  Rancangan  Ketetapannya, 

Adapim  Komisi  B  -ditugaskan  untxik  menyelesaikan  7  Ran- 
cangan Ketetapan,  y-jaitu  Rantap  tentang  Tata  Cara  Pemilihan 
Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Rantap  tentang  Pengangkatan 
Presiden  R,I.,  Rantap  tentang  Pen,gangkatan  Wakil  Presiden 
R.I.,  Rantap  tentang  Pelimpahan  G?ugas  dan  Kewenangan  kepada 
Presiden/lviandataris  MPR  untuk  melaksanakan  Tugas  Kabinet 
Pembangunan,  Rantap  tentang  Keadaan  Presiden  dan/atau  Wakil 
Presiden  R.I.  berlia2.angan,  R'-ntap  tentang  Hubungan  Tata  Ker- 
ja  Lembaga  Negara  dengan/atau  antara  Lembaga-lembaga  Tinggi 
Negara  daii  Rantap  tentang  Pemilihan  Umum„  Sedangkan  Komisi 
A  bertugas  untuk  menyelesaikan  secara  final  Rantap  tentang 
Garis-garis  Besar  Hainan  Negara  dan  Rantap  tentang  Peninjau- 
an  Produk-produk  yang  benipa  Ketetapan-ketetapan  MPREj-RI, 

Mekanisme  ker  ja  yan.g  dipergunakan  oleb.  ketiga  Komisi 
tersebut  adalaJa  sama,  Baik  Komisi  A  yang  berjumlah  306  ang- 
gota,  Komisi  B  303  anggota  maupim  Komisi  0  302  anggota  ma- 
sing-masing  membentiik  Panitia  Kerja  yang  terdiri  dari  30 
anggota,  Dari  dan  oleh  Panitia  Kerja  ini  dibentuk  Panitia 
Perumus  11,  Berdasarkan  konsensus  di  antara  fraksi-fraksi 
Ketua  Komisi  A  dipegang  oleh  Praksi  Karya  Pembangunan,  Ketua 
Komisi  B  dipegang  oleh  Praksi  ABRI  dan  Ketua  Komisi  C  dija- 
bat  oleh  Praksi  Persatuan  Pembangunan,  Masing-masing  Ketua 
dari  ketiga  Komisi  tersebut  dibantu  oleh  5  Wakil  Ketua  dari 
5  Fraksi-fraksi, 

Berhasilnya  pengola^an  Rantap-rantap  dalara  Badan  Peker- 
ja  secara  matang  sangat  mempGrlanoar  pembicaraan  dan  pemba- 
hasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi-komisi  eorta  Panitia-panitia-. 
nya.  Apa  yang  dikerjakan  oleh  Komisi-komisi  dan  panitia-pa- 
nitianya  itu  di  samping  mempertegas  pendapat  semua  fraksi- 


fralcsij,  o'uga  merupakan  penycrapurnaan  redaksionil  yang  bersi- 
fat  tohnis  yuridis. 

Komisi  A  yang  raeiigolah  mat eri  yang  ciikup  "berat  dapat 
menghasilkan  21  panyerapurnaan  torhadap  Rancangan  Garis-garis 
Bcsar  Haluan- Negara,  Di  antara  21  penyempumaan.  itu  tcrdapai; 
1  tafflt)ahan  mat  eri  baru  yaitu  mengenai  land-use  planning,  dari 
beberapa  penyempurnaan  redaksionil  tetapi  cukup  prinsipiil 
yaitus  Hak  milik  perorangan  dialcui  dan  pemanf aatannya  tidalc 
boleh  bertentangan  d^ngan  kepentingan  masyarakat j  Diraasukkaii 
nya  perhatian  terhadap  petani-petani  yang  memiliki  tanah 
terlalu  kecil  dalara  rangka  meratakan  penyebaran  hasil  pemba- 
ngunan;  Di  bidang  kesehatan  diusahakan  kesempatan  yang  lebih 
luas'  kepada  warga  neg&.ra  untuk  mendapatkan  "derajat  kesehat- 
an yang  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  kemarapuan  yang  ada"j 
Perabinaan  pers  yang  sehat  yaitu  pers  yang  bebas  dan  bertang- 
gung..jawab;  dan  dihapuskannya  anak  kalimat  "sesuai  dengan 
keraampuan  yang  ada"  dalam  usaha  menambah  sarana-sarana  bagi 
pengembangan  kehidupan  Keagamaan  dan  Kepercayaan  terha,dap 
Tuhan  Yang  Maha  Esa^  Khusus  terhadap  penghapusan  anak  kali- 
mat  ini  oleh  semua  Fralisi  disepakati  bahwa  dalam  pelaksana- 
annya  harus  tetap  merap.^rhatikan  kemarapuan  yang  ada,  Kecuali 
itu  t.erdapat  usul  mengenai  pengiiargaan  bagi  para  perintis 
kemerdekaan,  penderita  cacad  veteran  yaiig  ditampung  dalam 
rumusan  Pasal  3  ayat  (c)  yaitu  "yang  materinya  belum  tertam- 
p-ung  dalam  dan  tidak  bertentangan  dengan  GBM  ini  dapat  di- 
atur  dalam  peraturan  peirundangan^l^v  Dengan  disepakatinya  21 
penyempumaan  tersebut,  maka  Rantap.  tentang  G-aris-garis 
Besax  Haluan  Negara  dapat  diselesaikan,  Mengenai  Rantap  ten- 
tang Peninjauan  Produk-produk  yang  berupa  Ketetapan-ketetap- 
an  MPRS-RI,  Komisi  A  tidak  menjumpai  satu  persoalanpun,  kr.- 
rena  semua  Praksi  menyetujui  Rantap  hasil  Badan  Pekerjp,  itu^ 

Demikian  juga  Komisi  B.berhasil  menyempurnakan  pemimus- 
an  dari  7  Rantap,,  Sedangkan  Komisi  C  dapat  menyelesaikan  tu- 
gasnya  yaitu  Rantap  tentang  Pertanggungan  Jawab  Presiden  R.I 
Jendral  TNI  Soeharto  sclaica  Mandataris  IIPR,  Komisi  C  sopakat 
menghapuskan  Pasal  2  yang  semula  berbunyi  "I si  beserta  urai- 
an  penilaian  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  1  Ketetapan 
ini,  terdapat  dsul.ran  NaskaJi  Penilaian  yang  menjadi  bagian  tak 
terpisahkan  dari  Ketetapan  ini-'^  Penghapusan  itu  dengan  alas- 
an  karena  keseluruhan  p^r'tanggiangan  jawab  tersebut  telah  di-- 
terima,  schingga  tidak  porlu  lag:  cat at  an- cat at an  penilaian, 
Hal-hal  yang  belum  dapat  dilalcsan.al^an  secara  sempuma  selania 
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iiiasa  oabatan  Presiden'  telah  tercakxip  dalam  GBHN  baixi  yang 
sekaligus  merupakan  mandat  iDarUo 

Rapat-rapat  yang  berjalan  lancar  itu  menimbulkan.  be'bo- 
rapa  tanggapjm  negatif  di  kalangan  masyarakat,  Beberapa  ka- 
langan  raelontarka-i  issue  bahwa  Sidang  Umuin  tersebut  hanya 
somacam  "sandiwara",  "sudah  diatur  dan  distel  sebelumnya", 
*'kurang  demokratis"  dan  sebagjiinya,  Pendapat-pcndapat  itu 
kurang  tepat.  Sebab,  dalam  tata  kehidupan  modern  sekarang 
ini  perencanaan  (planning)  mempakan  faktor  yang  menontukan 
berhasllnya  suatu  usaha^  Demikian  pula  dalam  tata  kehidupan 
berpolitik  demokratis,  mekanisme  kerja  yang  baik  dan  rapi 
sangat  menentukan,  Penyiapan  materi-materi  oleh.  Badan  Peker- 
ja  -  yang  dibencuk  oleh  Sidang  MPR  dan  menoreminkan  represen- 
tasi  kekuatan-kekuatan  sosial-politik  -  dan  persiapan  tehnis- 
administratif  oleh  Sekretariat  MPR  adalah  dalam  rangka  melan- 
carkan  proses  musyawarah,  yang  tidak  mengurangi  hakekat  de- 
raokrasi.itu  sendiri^  Daiam  sejarah  ketatanegaraan,  kita  per- 
nah  mengalami  kegagalan  dan  perpecahan  justru  dalam  suasana 
yang  oleh  beberapa  kalangan  dianggap  "demokratis",  seperti 
terjadi  pada.  Sidang  Konstituante  1956~1959o 

Di  satu  pihak  deniokrasi  tidak  hams  berarti  perdebatan 
yang  ramai_,  di  lain  pihak  apabila  suatu  proses  berjalan 
lancar  karena  terdspat  peirsiapaxi  yang  dilaloikan  dalam  sua- 
sana musyawarah,  tidak  berarti  bertentangan  dengan  demokra- 
si,  sebab  persiapan  itu  sendiri  tidai-:  menutup  kebebasan 
yang  wajar.  Mekanisme  dalam  musyawarah.  jauh  berbeda  dari 
mekanisme  "demokrasi  liberal",  Dalam  musyawarah,  lobbying 
sert.a  pendekatan-pendekatan  secara  int.ensif  sangat  berarti, 
sehingga  sebelum  sidang  resmi  raasalah-masalah  sudah  dimatang- 
kan  dan  dicapai  konsensus^  Bi  samping  itu  bentuk  rapat  yang 
terlalu  besar  benar-benar  tidak  £'.,c5i;:ir>:i;£inkan  perabahasan  raa- 
salah  secara  raendalam,  Pembahasan  dalam  panitia-panitia  yang 
makin  kecil,  sistira  pcrwakilan  secara  proporsionil  semokin 
kurang  diterapkan,  Misalnya,  dalam  Panitia  Pemimus  5  GBHN 
.T-asing-masing  Fraksi  div/akili  oleh  1  orang,,  meskipun  kalau 
dipandang  -.ari  perimbangaii  keloiatan,  sebenarnya  Praksi  yang 
kecil  tidak  dapat  terv/akili,  Tanpa  mengurangi  haJ^:  bei^bicara 
dari  anggota-anggota  maka  sidang  resmi  tinggal  merupakan  pe- 
resmian  dari  ba«il-hasil  kohsensus,  Dalam  pengertian  inilah 
kiranya  harus  a.ipabarnl  don  dinilai  proses  yang  berlangsung 
serta  hasil-basil  yonis  dicapai  f-idang  Umum  MPH  yang  lalu. 
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IV.  Kasil-hasil 


Penting  dalam  kehidupan  bernegara  ^1!  ! 
ai.a3il.an  dala.  bidLg  inTiS 

1.  Ketetapan-  IAP^,973  tentang  Paraturan  Tata-tertib 

Artx  pentxng  Ketatap^  i„i  i^^,  .eluruskan  pangLt!^  ' 
icedudukan  dan  fungsi-fungsi  Lembaga  Tertinggi  .^T": 
ngan  da^ilcia.  .isalnya  Pi.pi„an  Ma^alis  tiS.  be'l' 

max  MaoeLs  tanpa  ditugaskan  sacara  Ichuaus  olah  Maoeli^ 

dan  walcxl  Presxdan,  mampunyai  arti  mamparkaya  konvan-l 
tatanagaraan  dan  «alakaanakan  ketantual  Vu/lo2l7LT 
rxnoi  dan  tatap  dalam  jiwa  dan  samangat  UOB  45  ' 

3.  Katatapan  Vl/toii/,973  tantong  mbungan  lata  Karja  antara 

e.baga  .ertinggi  Kagara  dangan/atau  antar  llbai-^lTaga 

ican  mJD  45  dan  mamparkaya  konvansi  katatanagaraan. 

4.  Katetapan  VII/ta>Vl973  tentang  Keadaan  Bar-h»in. 

UUD  sesuai  dengan  jiwa  dan  isinya. 
nwa  Pemilu  yang  akan  datang  dilaksanakan  akhir  1977 

iTd~;d^jrr-r^"^^^  ^--'^-^^ 

ees  pandi^kl  "  ''^^  ^akaligua  man^pakan  pro- 

pendidxkan  masyarakat  hidup  barkonatitusx    Kaouali  it,. 

ZZT  ^^^^  -nyelax^skan  .IslZlt  .T 

■  '^^  ^^^'-^  lembaga-lembaga  Negara. 

aua  KX::X?r^^*""  '''-^  -utuskan 

^  nasional  yang  be^pa  p:;b:r:  ZTZrtT 
tegral,  sistimatis  dan  konsisten    Iix^/^hZ  i^erarali,  xn- 

dan  kadudukan  GBHN  aaauai  TeZZ' Z  \ 

aengan  UUL.  Dengan  demikiati 
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salah  tafsir  daii  pendapat^pendapat  yang  tidaJ.  sesuai  dc- 
ngaa  UUD  45  pada  masa-masa  lalu  dapat  diselesaikan  daa 
diluruskan.  GBI-IN  memuat  persoalan  pokok  yang  dihadapi 
rakyat  sekarang  dan  lima  tahuji  mendatang,  yaitu:  pertm- 
buhan  ekonomi,  perataan  pendapata^i  dem  partisipasi  rak- 
yat yang  lebih  man  tap  dan  teraraii, 

2,  Ketetapan  V/MPR/1973  tentang  Peninjauan  Produk-produk 

I.IPRS  yang  berupa  Ketetapan,  berkaitan  erat  dengan  Ketetap- 
an tentang  GBHN.  Sebagai  konsekwensi  dari  penyusunan  ha- 
luan  Negara  yang  baru,  haluan  Negara  yang  latna  harus  di- 
tinjau  dan  materi-materinya  yang  tidalc  sesuai  lagi  dengan 
aspirasi  dan  tuntutan  hidup  rakyat,  apalagi  yang  tidak 
sesuai  dengan  das ar  dan  landasannya  hams  dihapus,  Bebe- 
rapa  Ketetapan  MFRS  yang  masih  sejalan.  dengan  pemikiran 
tersebut  masih  tetap  berlaku, 

Ketetapan-'ket.etapan  WPR  sebagai  hasil  pelaksanaan  tugas 
ketiga  adalah; 

1c  Ketetapan  III/1lPR/ig73  tentang  P^rtanggiongan  Jawab 
President  Dehgan  Tap  ini  ketentuan  UUD  dilaksanakan, 
yaitu  mekanisme  timbal-balik  antara  Mandataris.  dan  Pembe- 
ri  Man-datj  yang  merupakan  tata  cara  bernegara  yang  sehat, 

2.  Kete-:apan  II,AllI''3./-\913  tehtang  Pengan.'rkatan  Presiden,  se- 
bagai pelaksanaan  UUD  /i.5o  Dengan"  demikian  untuk  pertama 
kalinya  MPE  hasil  perui.lu  ;iiemilL:Q  dsn  fflenga2;.gkat  Presiden/ 
Mandataris, 

3.  Ketetapan  X/LIPE/1973  tentang  Pelimpc-Jian  Tugas  dan  Kewer- 
nangan  Kepada  Presidon/Mandataris  lilPR  untuk  Melaksanakan 
Tugas  Pembangunan.  Tap  ini- member ikan  sarana  yang  lengkap 
bagi  Presiden/Mandataris  dalam  melaksanakan  dan  mengaman- 
kan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  Pancasila  dan  UUD  45 
serta  pembangunan  nasional,  karena  kenyataan  masih  terda- 
pat  bahaya  teinAlangnya  G  30  S/PKI  dan  bahaya  subversi  la- 
innya,  Pe.nberian  wewenang  deraikion  tetap  dalam  suasana 
demokrasi  Pancasila  dan  sesuai  dengan  UUD  45a 

4.  Ketetapan  XI/MPR/1973  tentan.g  Pengan.gkatan  Walcil  Presiden, 
melaksana>:an  ketentuan  UUD  45  clan  menegaskan  kedudukan 
Wakil  Presiden  dala.ii  t,:'.ta  konsti-tu-si  UUD  45?  yaitu  bahwa 
Wokil  Presiden  bvikjiu  \v-;kil  Muodjjtaris.. 
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Kesimpulan 

Melihat  kristalisasi  ide  dan  tuntutan  hidup  rakyat, 
■proses  musyawarah  dan  perumusan  aspirasi  rakyat  tersebut 
serta  putusan-putusarmya,  Sidang  Umum  MPR  ini  mempunyai  ar- 
ti  yang  sangat  dalam  serta  raerupakan  langkah  yang  pesat  da- 
lam  pelaksanaan  hidup  bemegara,  yaitu: 

1,  Ketetapan-ketetapan  MPR  mengandung  berbagai  putusan.  yang 
memantapkan  tatanan  institusi  Negara  sesuai  dengan  De- 
mokrasi  Pancasila  dan  UUD  45,  Demikian  juga  ditegaskan 
dalam  GBHN  program  pertumbuhan  ekonomi,  program  perataan 
pendapatan  dan  program  pengaturan  partisipasi  rakyat  yang 
sehat,  Ketiga  masalah  pokok  tersebut  merupakan  sarana  me- 
nuju  ketaiianan  nasional  yang  tangguh, 

•2,  Dipilihnya  seorang  Presiden  yang  berwibawa  dan  kuat  ser- 
ta terjaminnya  kerja  sama  yang  baik  dengan  Wakil  Presiden, 
merupikan  harapan  akan  terlaksananya  putusan-putusan 
Majelis  dengan  baik, 

3,  Proses  musyawarah  dalam  Sidang  Umum  menunjukkan  pelaksa- 
naan Demcikrasi  Pancasila  dan  sekaligus  menunjukkan  bahwa 

.  putusan-putusan  MPR  berakar  pada  kehendak  dan  aspirasi 
rakyat,  sehingga  mengikat  seluruh  bangsa, 

4,  Secara  materiil  dan  formil  Ketetapan-ketetapan  MPR  seja- 
lan  dengan  UUD  45  dan  Pancasila, 


DOKUMEN 


I.  JALANNYA  SIDANG  mim.  MPR  1973 

Penibiilcaan  Si  dang  Umum  MPR 

Sidang  Umum  MPR  dibiika  tanggal  12  Maret  1973  oleh  Ketua 
MPR  Dr.  K.H.  .Idham .  Chalid,  ■  dan  berlangsung  aampai  dengan 
tanggal  24  Maret  1973  dengati  acara  pokok  raenetapkan.  Garis- 
garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN),  memilih  Presiden  dan  Wakil 
Presiden,  meninjau  Ketetapan-ketetapan  MPR-S  dan  membuat  Ke- 
tetapaa-ketetapan  baru, 

Dalam  rapat  paripuma  ke-1,  Ketua  MPR  melaporkan  bahwa? 

(a)  Sidang  Umuni  MPR  tanggal  1-3  Oktober  1^72  yang  merupakan 
sidang  persiapan  telah  menghasilkan  6  buah  Keputusan; 

(b)  BP  (Badan  Pekerja)  -MPR  dalam  tiga  masa  persidangan  an- 
tara  tanggal  .25  Oktober  .1972  sampai  dengan  3.1  Januari 
1973  telah.  berhasil  menelorkan  11  Rancangan  Ketetapan 
dan  dua  Rancangan  Keputusan  MPR,  ' 

Dalam  pembukaan  Sidang  Um-um  ini,  Presiden  Sbeharto  me- 
nyampaikan  Pidato  Laporan  Pertanggungan  Jawab  Presiden,  se- 
bagai  Mandataris  MPR.  Adapun  pokok-pokok  isinya  nieliputi 
Panca  Krida  Kabihet  Pembangunan  I: 

l)  stabilitas  politik  dan  politik  luar  negeri 

a)  Tiga  hal  pokok  yang  harus  dilaksanakan  untuk  stabili- 
sasi  politik  adalah: 

i)  meiiibr'na  dsm  iV-c^mp' irkuat-  rasa  persatuan  dan  kesatu- 
an  seliii"."!.ii  Bangsa  dan.  Ne^yira  Indonesia  dari 
Sabang  samps,:'.  Merauke; 

ii)  raembina  dan  memperkuat  pelaksanaan  Demokrasi 
Pancasila  dan  tegaknya  liukum,  Dalam  rangka  ini 
o^akB.:  Proses  penyegaran  DPR  awal  tahim  1968  raeru- 
pakan  langkah  menuju  pembaharuan  struktur  dan  ke- 
hidupan  politik','  dan  lebih  mencerminkan  kekuatan- 
kekuatan  yang  ada  dalam  masyarakat  dengan  dibeda- 
kannya  antara  anggota  yang  mewakili  Parpol-parpol 
dan  Golongan  Karya; 


Pen^elompokan  Partai  dititik  beratkstn  pada  program 
kerja,  bukan.  ideclogi,  dan  sebagai  wadah  masjrara- 
kat  untiik  membina  k'5sadar.an  politik  Partai-partai 
dan  Golongan  Karya  berhasil  mengelompokkan  diri 
menjadi  dua  Par-cai  Politik  dan.  satu  Golongan 
Karya; 

Lembaga-lembaga  Negara  tingkat  Pusat  dan  Daerah 

didudiikkan  kembali  sesuai  dengan  UUD  45 1 

Pers  selain  bebas  haras  juga  bertanggung  jawab  ■(Xerj. 

fungsinya  harus  dikembangkan  sebagai  penggerak 

pembangunan; 

Kebebasan  miinbar  di  tingkat  pendidikan-pendidiksm 
tinggi  dijamin  untuk  meningkatkan  ilmu  pengetahu- 
an,  mengenal  kehidupan  raasyarakat  daii  mempersiap- 
kan  pemimpin-pemimpin; 
iii)  meniadakan .  gejala-ge jala  dan  rongrongan  yang  po- 
terisiil-'terutama  dari  sisa-sisa  G  30  S/PKI  dan 
unsur-infisur  subversi  lainnya, 

b)  Usaha  meniurnikan  politik  luar  negeri  yang  bebas  dan 
aktif  dengan  cara: 

« 

i)  mengabdikannya  imtuk  kepentingan  nasional  serta 
■  turut  dalam  kegiatan-kegiatan  imtuk  mewujudkan 
perdamaian  dumia,  khususnya  wilayah  Asia 
Tenggara; 

ii)  menghentikan  politik  konfrontasi  dan  menormalisir 
liubungan  dengan  Malaysia,  aktif  kembali  di  PBB 
dan  organisasi-organisasi  intemasional  serta 
merabentuk  kerja  sama  regional  ASEM  tahim  1967  5 
iii)  menegaskan  sikap  terhadap  beberapa  masalah  inter- 
nas'ional,  antara  lain  dalam  "hal: 
Hubungan  dengan  RflC  kita  sedia  menormalisir  hu-. 
bungan  asalkan  RRC  raenunjiikkan  sikap  bersahabat 
dgn  tidak  membai'itu  tokoh-tokoh  bekas  PKI; 
Perjuangan  rigkyat  Afrika  dan  Timur  Tengah  kita 
aokong; 

Penyelesaian  sengketa  India  •-  Pakistan  dan  masa- 
lah Bangla  Desh  kita  telah  menawarkan  jasa-jasa 
baik; 

Masalah-masalah  Asia  Tenggara  kita  raerapraJcarsai 
konperensi  para  Menteri  Luar  Negeri  se  Asia 
Pasifik  tahun  1970  untuik  mencari  penyelesaian 
kegawatan  di  Khmer  serta  mengenai  raasalah  Vie-inia^n 


kita  tegaskan  bahwa  raasa  depan  Vietnoiii  ditentu- 
kan  oleh  rakyat  Vietnam  sendiri  tatipa  csunpur  ca- 
ngan  asing; 

iv)  dapat  menerima  bantuan  luar  negeri  dengan.  syarat 
•talipa  ikatan  po litis  dan.  ataa  'dasar  saling  meiig- 
-I-.ormati,  dan  bantuan  kredit  harus  den^sji  syajrat 
ringan  sehingga  raemimgkinkan  feita  merabayar  kau- 
baJ.i  dan  penggunaannya  sesuai  dengan  kebutuhan 
kita  tent-.ilcan  sendiiii, 

2)  Pemilihan  .Umum  telah-..  dilaksanakan  berdasarkan-ICetetapan  ^ 
No,  XLII/toRS/1.968,  UU  Pemilu  No.  15/1969  dan  UU  No.  16/ 

,  1969  tentang  Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR  dan  DPRD. 
Beberapa  manfaat  dari  Pemilu  yaitu  makir.  meman+apkan 
stabilitas  politik  dan  persatuan  bangsa  serta  inembantu 
kelancaran  penyederhanaan  kepartaian, 

3)  Pengembalian  ketertiban  dan  keamnan  tidak  iianya  meliputi 
tindakan-tindakan  f isik  operasionil,  melainkan  raerupakan 
upaya  menyeluruii  melalui  pembinaan  dan  pelaksanaan  keta- 
hanan  di  bidang  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial-buda- 
ya  dan  hankgrn, 

a)  Di  bidang  ideologi.  kesetiaan  terhadap  Pancasila  di- 
buktikan  .oleh  kanyataan  jahwa  setiap  pemberontakan 
atau  usaha  merubahnya  selalu  mengalami  kegagalan,  Ke- 
setiaan itu  didasai'i  oleh  keyakinan  bahwa  Pancasila 
dapat  membawa  kebahagiaan  bangsa  baik  materiil  maupim 
spirituil, 

b)  Di  bidang  sosial-budaya  dapat  dikeraukakan  beberapa  hal 

i)  masih  mengandung  kelemahan,  karena  adanya  perbe- 
daan-perbedaan  ekonomi  dalam  mas yarakat,  daleuoi 
'  hal  ini  peranan  mass  media  sangat  penting  untul-c 
*  mengatasi  perbedaan-perbedaan  itu  menuju  pada 
integrasi  bangsa; 
ii)  masih  terdapat  usaha  memperuncing  perbedaan  an- 
tara  pribiAmi  dan  non  pribumi,  padahal  kodua 
golongan  masyarakat  itu  sama-sama  warga  negara 
yang  hak  dan  kewajibannya  saraa,  Diharapkan  tiAm- 
buhnya  solidaritas  sor.ial  di  antara  kedua  golong 
an  itu  dan  dalam  usaha  ekonomi  diharapkan  golong 
an  non  pribumi  nemberikan  kesempatan  kepada  go- 
longan pribumi  mituk  tvirut  berusaha  dan  menik- 
mati  hasilnya; 
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iii)  di  bidang  pendidikan  sedang  disiapkaa  UU  tentang 
Ketentuan-ketentuan  Pokok  Pendidikan; 
iv)  kebebasan  dan  pengembangan  kehidupan  bera^ama  di~ 
jamin,  geralcan  Prarauka  diintensifkan  dan  pengaruii 
kebudayaan  asing  yang  bertentangan  dengan 
Pancasila  dicegah. 

c)  Dalam  -langkah-lan^ah  lisik  operasionil  meneruskan 
usaha  mengikis  sisa-sisa  G  30  S/PKI,  menumpas  sisa- 
sisa  gei'ombolan  '♦Organisasi  Papua  Merdeka",  PGRS/ 
PARAKU,  "Republik  Persatuan  Sulawesi"  (bekas  DI/TII) . 
Peraerintah  berusaha  menyelesaikaji  masalah  tahanan 
politik  dengan  landasan  keselamatan  Bangsa  dan  Kegara, 
penyelesaian  berdasarkan  hukum  dan  perlakuan  yang  \Va- 
jar  berdasarkan :kebesaran  Pancasila, 

4)  Penyempumaan  Apg-ratur  Negara  memerlukan-  strategi  -peiiyem- 
pumaan  yang  menyeluruh  yang  mellputi  segi-segi  institi.-- 
sionil,  personalia  dan  management,  Lembaga-lembaga  yang 
tidak  jelas  kedudukaonya  (Front  Nasional,  KOTRAR,  dan 
sebagainya)  .:,dihapuskan,  Untuk  mel.aksanalcan  prinsip  de*- 
mokrasi  ekonomi,  maka  perusahaan-perusaiiaan  Negara  dialiii- 
kan  statusnya  menjadi  Peixisahaan  Perseroan  (PESERO),  Pe- 
rusahaan  Umum  (PERUM)  dan  Perusahaan  Jawatan  (PERJAN), 
Khusus  teriiadap  peranan  ABRI  sebagai  stabilisator  dan 
dinaniisator  masyarakat,  maka  ABRI  konsek wen  dalam  mela- 
kukan  infirospeksi  dan  koreksi,  Pembersihan  terhadap  sisa- 
sisa  G  30  S/PKI  te'rus  diiCakukan,  Juga  diambil  langkah- 
langkah  mendisiplinir  anggota-anggota,  ABRI  tidak  ingin 
kekuasaan,  hanya  menghendaki-  agar  oita-cita  masyarakat 
adil  dan  makmur  dapat  dilaksanakan, 

5)  Stabilisasi  Ekonomi'  dan  Pcmbangunan  Lima  Tahun; 
Program  jangka  pendek  Kabinet  Ampera  ialah  stabilisasi 
dan  rehabilitasi  ekonomi.  Sasaran  pokok  yang  diprioritr.s- 
kan  ialah  pengendalian  inflasi,  penyediaan  kebutuhan  pa- 
ngan,  rehabilitasi  prasarana  ekonomi,  peningkatan  kegiat- 
an  ekspor  dan  penyediaan  sandang,  Sedangkan  strategi  dan 
sasaran  meliputi  tiga  lial  pokok  yang  harus  dilaksanalcon 
yaitu: 

i)  penertibEin  dan  penyehata:i  keuangan  Negara 
ii)  penggarapan  urusan  raoneter  dan  dunia  perbankan 
iii)  memperluas  keterlibatan  masyarakat 'dalam  kegiatan 
ekonomi. 


Usaha  pembangunan  ir.enon jolkan  dua  aegi  yaitu  peninclcatan 
hidup  rakyat  dan  perataan  hajil  penil3e:i.:j7Jinan  ke  seluivii 
r^ikyat,  Penyusunan  Repalita  bertujuan  mxt-uk  raempe.rbaiki 
•Garaf  hidup  rakyat  dan  sekaligus  meletakkan  landasan  b:=- 
gi- pembangunan  tahap  berikutnya.  Sasaran  Repelita  I  ac- 
-liputi  pangan,  aandang,  perbaikan  prasarana,  perumahan 
rakyat,  perluasan  lapangai  ker^a  dan  keso^ahteraan  rc.iani. 

Proiuk^i  nasional  yang  antara  lain  moncakup  bidang  perta- 
nian,  industri,  pertambangan  dan  prasarana  (bendungan, 
irigsLsi, 'perhubiongan,  liatrik  dan  Iain-lain)  mengalami 
kenaikan  7^  setiap  tahun,  Laju  inflasi  dari  tahun  1966  - 
1971.  turun  dari  650^  menjadi  kurang  dari  2,595. 

Untuk  mencapai  uasyarakat  adil  dan  makimir  raaaih  hams  di- 
laksanakdn  transmigfasi  secara  besar-beaaran,  membangun 
industri  yang  mengolah  bahan  baku,  menghasilkan  mesiri- 
mesin,  membangun  bendungan/irigasi  dan  pusat  tenaga  lis- 
trik,  mendirikan  sejumlah- sekolah,  rumah  sakit  dan  rumah- 
rumah  murah, 

Diakui  bahwa  hasil-hasil  pembangunan  bel\un  mencukupi,  to- 
tapi  semua  itu  dalam  ran^a  kemampuan  kita  dan  sesuai  de- 
ngan  skala  prioritas,  Hasil-hasil  ini  semua  temtama  ber- 
kat  kemauan  dan  usahr,  sungguh-sungguh  seluznih  rakyat. 


Pengesahan  Peraturan  Tata  Tertib  MPR  dan  Jadwsil  Acara 
Sidsmg  Umum 

Dalam  rapat  pari  puma  ke-2  tanggal  12  Maret  Rancangan 
Kstetapan  tentang  Peraturan  Tata  Tertit)  MPR  disetujui  oleh 
semua  fraksi  dengan  mendapatkan  penyemp\imaan-penyempumaan 
dari  fraksi-f raksi,  Rancangan  tersebut  disahkan  menjadi 
Ketetapan  MPR  No,  I/toR/l973,  Demikian  juga  telah  disahkan 
Jadwal  Acara  Sidang  Umum  Maret  1973, 


Pemandangan  Umum  Praksi-f raksi 

A.  Fraksi  UtusrJ.i  Daerah  (Rapat  Paripuma  ke-3  tanggul  15 
Mnret  1973). 

Ketua  Fraksi  TJtusan  Daerah,  Mohammad  Noer  menyatakrr  anta- 
ra lain; 


1)  GBHN 

a,  Pendekatan 

Di  samping  melihat  kepentingan  nasional  dengan  as- 
pek  makrunya,  Fraksi  Titusan  Daerah  bertitik  ,tol;lk 
atas  pendekatan  keper.  bingan -dan  kebutuhan  i  cgional 
dengan  aspek-aspek  irJ.kronya  dengan  runiusan  untul: 
raeningkatkan  taraf  aidup  dan  kesejahteraan  rakyat, 

b,  Pembangun.an  sektor  pedesaan 

i)  Keharusan' moiibangun  desa  adalah  untuk  raening- 
katkan taraV  hidup  masyarakat  desa  dan  melc— 
takkan  ,dasar~dasar  bagi  pertumbuhan  dan  perkc-m- 
bangan  ekenomi.  regional  dan  nasional  yang  sehat . 

ii)  Pembangiiiian  desa  merupakan  proses  bertahap  me- 
lalui  perkembangan  Desa  Swadaya,  Desa  Swakarya 
menuju  Desa  Swasembada, 
iii)  Dengan  nonc-^Sci^^x^^'ax!-.  (iiJOi  ncrigen^  potensi  de- 

sa, dilaksanakan  usaha-usaha  peningkatan  pelak- 
sanaan  penelitian  desa,  peningkatan  pengetahuan 
dan  ketraamlanj  pemberian  fasilitas  perkreiit- 
an  "dan- permodalan  desa,,  pemberian  bantuan  ma- 
teriil  guna  raeningkatkan  seracrtgat  gotong  royong 
masyarakat' desa  dan  pengef  ektif  an'  stiTuktur  ?e- 
merintah  Dosa  serta  pengsynkronisasian  lembaga- 
lerapaga  d  :;sa, 

iv)  .  Diharapk^in"  agar  di  samping  perhatian  terhadap 
tata  koba,  rnu.lai  Pelita  II  dapat' diperkembang^ 
kan  po"ia-pola  di  bidang  ke-tatadesaan,  terma- 
siik  pala  pdl^  perekonomian  pedesaan. 
v)  Perlu  disusuin  Regional  Planning  yang  sesual  de- 
ngaii  Pola  limum  dan  pelaksanaah  Pelita  II, 

vi)  Masih  diperlukan  penyempumaan  dan  peningkatan 
Aparatur  Pemorintah  Daerah,  baik  dengan  raenam- 
pimg  aspirasi  rakyat  maupim  pelaksanaan  pelim- 
pahan  wewenang  dan  tanggung  jawab  Peraerintah 
Pusat  kepada  Peraerintah  Daerah, 

c,  Masai ah  penduduk 

Minta  perhatian  terhadap  re-arrangement  distribusi 
t,  •  •  - 

penduduk  raisalnya  t^raasraigrasi. 

d^  Pro.dLtkTO.  berai?  , 

Bagi  daerah-daerah.  yang  cudah  melaksanakan  pening- 
katan produksi  dengati  sis  uiin-sistira  Bimas,  Inmas  don 
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Iain-lain,  masih  perlu  dipikirkan  pengadaannya. 
Kenaikan  produksi  heiruB  memenulii  dua  tujuan  yaitu 
pemanuhan  kebutuhan  pangan  daleini  negeri  dan.  mcrxaik- 
kan  pendapatan  per  kapita  para  petani, 

®*  I'istrik  dan  perinduatrian 

Pembangunan  pelisti"ikan,  di  samping  memptmyai  fimg- 
si  sebagai  penyediaati  tenfiCga  listrik  untuk  keperlui- 
an  industri,  juga  mempimyai  fmgsi  sebagii  penyedia- 
an  tenaga  listrik  imtuk  keperluaa  romah  tangg??  se- 
bagai "public .  utility", 

Perhuburigan 

Mharapkan  dalam  Pelita  II  kemampuao.  dan  kesanggup- 
an  untuk  merehabilitir  dan  meng-up-grade  jalur--3a-- 
lur  ekonomi  dapat  lebih  ditin^atkan, 

g,  Bidang  lain 

Bidang-bidang  lain  aepefti  pendidikan,  Agama,  Sosi- 
al  Biidaya,  Politik  dan  Hankamnas  agar  tetap  diperha- 
tikan  dengan  seksama,  karena  dapat  merupakan.  pendu- 
kung  bagi  peningkatan  pembangunan  di  bidang  ekonomi. 

2)  Rantap/Rant^^'^  dan  Penin.jauan  Tap-tap  MPRS  yang  dihasil- 
kan  oleh  BP  MPR,  Praksi  Utusan  Daerah  dapat  menyetujui, 

3)  Praksi  Utusan  Daerah  menerima  Pidato  Pertanggungan  Jawab 
Presiden  Soeharto. 

4)  Untuk  o'abatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  fraksi  ini 
mencalonkan  masing-masing  Jendral  Soeharto  dan  Sultan 
Hamengku  Buwono  IX, 

B.  Praksi  Karya  Pembangunan 

1..  Soegiarto,  sebagai  Ketua  Praksi  Karya  Pembangunan  meng- 
ajukan  "Catur  Upaya  Eka  Makna"  yang  meliputi  bidang-bi  - 
dang: 

a,  Dasar  dan  landasan  ker.la 

Pancasila  dan  UUD  '45  merupakan  dasar  landasan  k63rj 
kita  dan  men'dukung  gagasan  pendidikan  Moral  Pancasilr 
yang  menjadi  dasar  spirituil  utama  dalam  merabina 
manusia  pembangun, 

b,  Sarana 
Meliputi  dua  hal: 

i)  Institusionilt 

jECita  harus  memontapkan  iiistitusi  ketatanegarorjx 


sesuai  dengan  TOD  »45;  sedang  di  bidang  institusi 
k  emasyarakat yang  terpenting  adalah  pengorganisa- 
'  sian  dan  ppiiataan  kembali  kehidupan  politik,  prof e- 
si  dan  sosial  yang  mengarah.  pada  pembaharuan, 
Sehubimgan  dengan  itu  dihargai  usaha-usaha  potritif 
partai-partai  yang  telah  berfusi  sebagai  laagkah 
pertama  dan  usaha-usaha  biuruh  yang  bersatu  dalam 
pembentukan  satu  organisasi  berdaparkan  profesi  rl:.; 
Iain-lain  usaha  yang  searah  dengan  itu, 
ii)  Konseptuil,  adalah  menetapkan  Garis-garis  Besar  Ha- 
luan  Negara  yang  sifatnya  tidak  berlaku  tetap,  me- 
lainkan  setiap  lima  tahun  perlu  ditinjau  kombali 
dan  berisi:  haluan  pembangunan  materiil-spirituil, 

haluan  Pembaharuan  atau  modemisasi,  dan  haluan  De- 

■» 

mokrasi  Pancasila  yang  lebih  mantap;  pertumbuhan 
ekonomi,  perataan  pendapatan  dan  partisipasi  rakyat 

c,  Sasaran.  segala  usaha  kita  haruslah  mengarah  pada  satu 
sasaran  bersama  yaitu  tujuan  kemerdekaan  yang  kita  prok 
lamirkan  17  Agustus  1945. 

<i»  Personalia.  daJLam  ponyelenggaraan  hidup  bemegara  yang 
terpenting  adalah  orang-orang  yang  dipjerahi  tugas  untuk 
menyelenggarakan  pemerintahan  negara,  Mend-ukung  gagasan 
yang  meiiugaskan  kepada  pemerintah  untuk  menertibkan  ape 
ratur  negara,  di  mana  disusun  aparatur  yang  tertib  dan 
bersih  dari  penyelewengan  ideologi,  institusionil  dan 
materiil,  Sebagai  imbangannya  pemerintah  perlu  mening- 
katkan  kesejahteraan  dan  pendapatan  riil  pegawai/karya- 
wan  untuk  dapat  hidup  sesuai  dengan  kewajaran  manusia. 
Mencalonkan  Presiden  Soeharto  kembali  sebagai  Presiden 
dan  Sultan  Hamengku  Buwono  IX  sebagai  Wakil  Presiden, 

Ny,  Dra,  Endang  Dwiasmoro  Anggraheni  Abimanyu,  mengemulca- 
kan  tanggapan  terhadap  Rancangan-rancangan  Ketetapan  dan 
Keputusan  MPR  hasil  karya  BP  MPR  antara  lain: 
Pada  prinsipnya  menerima  keseluruhan  produk-produk  BP  MPR 
karena  merupakan  kristalisasi  ide  yang  terjadi  dalam  m;is7 
rakat,'  di  samping  yang  menyiapkan  dan  mengolah  rancangan- 
rancangan  tersobut  telah  benar-benar  menyatakan  represonta 
si  semua  Paraksi  yang  ada,  Selain  itu,  Praksi  ini  sepcnda- 
pat  dengan  BP  MPR  terhad^^i  Jtcj^.^'^-^mn  Ketetapan  di  mana  ke- 
pada Presiden  yang  baru  dian^at  juga  ditetapkan  Pelirapaha 
Tugas  dan  Kewenangonnya.  Tugas  dan  wewenang  ini  meliputi 
dua  bagian  y^i£  .i  ^jraijakan  kpsatuan  mutlak,  Bagian  pcrtana 


- 

meraberikan  gambaran  mengenai  tugas-tugas  pokok  Kabinct 
Perabangunan,  sedang  bagian.  kodua  memberikan  kewenangan 
kepada  Presidcn  \mtuk  raengeuabil  langlcaii-lan?^:ah  yci.'ig  p-r~ 
lu  demi  penyelanatan  dan  terpeliharanya  Peraatuan  d.in  Ko- 
satuan  Bangsa  serta  tercegahnya  baJaaya  tenilangnya  G.30.S/ 
PKI  dan  bahaya  subversi  lainnya,  yag^  pada  hakekatnya  ad.-^- 
lah  penyelamatan  Pembargunan  Nasior.lr,  kehidupan  DGmokrasi 
Poneasila  serta  penyelamaian  landasan-landasan  Pancasil'- 
dan  UUD  '45. 

.  graksi  Partai  Demokrasi  Indonesia  (Rapat  Paripuma  ke-3  tang- 
•  gal  16  Maret  1973). 

1 ,  Pembicara  Sadjarwo  SH,  .dalam  memberikan  pandangan  terhadap 
EANTAP  MPR  tentang  GBHN  antara  lain: 

Bcrsumber  pada  Pancasila  dan  UUD  "-45;  harus  dapat  mencer- 
rainkan  Amanat  Penderitaan  Rakyai;  dm  didasarkan  atas  ke- 
■pribadian  Bangsa  Indonesia, 

Masa  berlaku  tidak  perlu,  tiap  lima  tahun  dirubah  atau  di- 
perbaharui,  bahkan  GBHN  harus  mempimyai  sifat  langgeng; 
sedangkan  Rencana  Pembangunan  Nasional  tiap  lima  tahun  ha- 
rus ditinjau  kembaliy  disesuaikan  dengan  perkerabangan  ne- 
gara  dan  masyarakat  dan  keadaan  waktu  itu, 
Azas  Perwu.judan  Wawasan  Nusantara  hanya  dapat  terlaksana, 
dengan  baik  apabila/ pembangunan  dapat  dilaksanakan  dengan 
merata,  sampai  rakyat  di  pelosok-pelosok  kepulauan 
Indonesia,  Sehubimgan  dengan  ini  sangat  esensiil  apabila 
dicantximkannya  perhubimgan  laut  sebagai  sarana  iitama. 
Floating  mass  yang  dapat  melemahkan  peranan  aktif  raJcyat 
jangan  diadakan,  Demokrasi  politik  harus  raemungkinJcan  po- 
ranan  aktif  rakyat  dengan  mekanisme  yang  menjamin  berfim.g- 
sinya  lembaga-lembaga  kehidupan  politik  rakyat  dan  lemba.s;:,- 
lepibaga  kenegaraan,  secara  wajar, 

Politik  dalam  nogeri  harus  menjamin  dan  mengembangkan  ko- 
seirabangan  antara  keperluan  akan  kemerdekaan  dengan  kepor- 
luan  kestabilan  politik,  antara  otoaktivitas  dari  setiap 
unsur  kekuatan  sosial  politik  dengan  kopemimpinan  nasiona.- 
yang  kuat  progresif , 

Pemilihan  Umum  sujnyp.  dapat  dilakuk.an  secara  bebas,  raha- 
sic.  dan  diselcnggarakan  oleh  badon  yang  bebas  dari  pongr.- 
ruh  badan-badan  eksekutif, 

Dalam  masalah  okonomi,  golongan  pribumi  supaya  diberika:i 
lapangan-lapangan  usaha  yang  lebih  se.wr.i  dGne/.aa  kem-vj-wu- 
arnya  dengan  diberikan  fasilitas  dan  proteksi  yang  wajar. 
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Sistir.--  Pendidikan  perlu  dimodemisir  untui<  mandidik  anak- 
anak  iiienjadi  warga  negara  yang  bermoral  Pancasila, 
Dalam  bidanp;  hukum  perlu"4danya  perabinaoii  liuJkum  nasionoJ 
yong  mampu  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  hiikura  sesuai  dc- 
ngan  kesadaran  rsikyat  dan  kebutuhaii  hukum  oleh  masyara. - 
yang  terus  maju  serta  memupuk  kesadaran  hukum  daiatn  m::  :^ 
rakat, 

Masih  ada  bcberapa  masalah  yang  perlu  mendapatknn  pen 
patan  dan  diatur  dalam  TJndang-undang  seperti:  perabis-.y 
pembangunan  dan  sumber-sumbomya;  pengelolasn  dan  p-in~--  • 
an  keuangan  Negara;  perpajakan  yang  sering  memberatkan 
perkembangan  usaha  rakyat;  kepartaian  dan  keormasanj  ke- 
amanan  Nasional.  Sedangkan  Badan  Pengawas  Keuangan  (BPK) 
perlu  mendapat  landasan  per-Undang-undangan  bam, 

2.  Pembicara  lain,  H.M.  Victor  Matondang  SH,  mengemukaken 
beberapa  pandangan  terhadap  RANTAP-RMTAP  I/tPR,  antara  Ic:/ 
Rantap  tehtang  tata  cara  Pemilihan  Presiden-  dan  J^/akil 
Presiden  penting  karena  dalam  se jar ah  kehidupan  kita  bci- 
negara  belum  pemah  ada  keteniraannya,  Hal  ini  juga  me- 
nyangkut  masalah  kepemimpinan  Nasional  yang  oleh  penjel-;- 
an  Undang-undang  Dasar  disebutkan  sebagai  Penyclenggara- 
an  Pemerintahan  Negara  yang  tertinggi  di  bawah  MPR, 
Rantap  tentang  Pengangkatan  Bresiden  dan  Rantap  -tentan^g 
Pengangkatan  Wakil  Presiden.  dengan  penegasan  masa  jabat„ 
lima  tahun  penting  artinya  bagi  penegakan  kchidupon  . 
konstitusionil  yang  telah  dirintis  oleh  Orde  Earu  di  ba- 
wah Jendral  Soeharto, 

Rantap  tentang  Tata  ger.ja  Lembaga  Tertinggi  Nc^Tgra  deii.-^.-.. 
atau  Lembaga-lembaga  Tinggi  Negara  hendaknya  ditanbah  3*2. 
ketentuan  yang  berbunyi;  "Hak  keuangan/^'administratip  den 
kedudukan  protokoler  Anggota/^impinon  Majelis  diatur  de  ■ 
ngan  Peraturan  Perundangan",  Juga  sebaiknya  Undang-  undanf^ 
tentang  sifat,  martabat  dan  kedudukan  Lemba,';:a-lembaga 
Negara  yang  disebut  dalam  Rantap  ini  ditugaskan  kepada 
Pemerintah  bersama  DPR  untak  menyusunnya, 
Rantap  tentang  keadaan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden 
R.I,  berhalangan  diporlukan  unt\ik  menja/ia  kemungkinan-ke- 
raungkinan  yang  meixisak  kontinuitas  p eny elenggaraan  Peme- 
rintah Negara  sebagai  akibat  faktor-faktor  di  luar  kemam- 
puan  Presiden  dan  Wakil  Presiden, 

Rantap  tentang  Pomilihan  Umum.  hendaknya  prinsip-prinsip 
Pemilu  dalam  Rantap  ini  kita  ikuti  dungaa  setia  dalam 
pengaturan  dan  pelaksanaan  lobih  lanjut,  aga^  mutu  Pemilu 


yang  akan  datang  makin  meningkat  bagi  perkembangan  dcmo- 
krasijPcrsatuan  dan  pembangunan  berdasar  Pancasila, 
Rantap  tentang  Pelimpahan  Tu/^b  daa  Kewenangan  keuada 
PresidonAlandataris  IIPR  untuk  Molaksanakan  -fugas  Kabinet 
Pembangunaa  mengingatkan  tugae  bersoma  un-ctik  mernbanguii 
dan  merapertahankan  K  jg.-ira  Kesatuan.  Selanjutnya  Haiitap 
ini  Juga  memberikan  keweiiangan  untiak  mengaml-il  langkah.-- 
langkah  demi  menyelajnatkan  dan  torpeliharonya  porsatuan 
dan  kesatuan  Baixgga  serta  torcegjilmya  bahaya  terulangnya 
G^30.S/PKI  ,dan  bahayi  subverai  laimya. 

3.  Pembicara  V.B.  Da  Costa  SH  mengeraukakan  antara  lain  bahwa 
dapat  menerima  sepenuhnya  portanggungjawaban  Mandatriris 
MPR  dan  tiiidakan-tindakan  pelaksanaan  aeperti  yaii^  dila- 
porkan  oleh  Presiden  tidak  bertentangan  dengan  manda-t  yang 
terumus  dalam  GBHT,  Ditambahkan  oleh  Da  Costa  bahwa  kon- 
sekwensi  dari  pada  perencanaan  pembangunan  adalah  fc?iiaya 
diambilnya  langkah-langkah  otoriter  dan  birokrasi,  Pemba- 
ngunan bukan  merupakan  tujuan  tetapi  sarana,  tujuannya 
adalah  manusianya  sendiri  oleh  karenanya  perhatian  terha- 
dap  nilai-nilai  peri  kemanusiaan  harus  selaln  menyertai 
pelaksanaan  pola  pembangunan  di  masa-masa  mendatang, 
Akhimya  imtuk  jabatan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Frak- 
si  ini  mencalonkan  Presiden  Soeharto  kembali  dan  memilih 
Suit  SOI  Han  engku  Euwono  IXa 

.  Praksi  Persatuan  Pembangunan  (Rapat  Pari  puma  l:e-3,  tanggal 
16  Maret  T973), 

1 .  Ha.ii  Chalid  Mawardi  dalam  memberikan  pandangannya  khusus 
mengenai  Rantap-rantap  hasil  karya  BP  MPR  sebagai  berikut: 

a,  GBHN  seharusnya  merupakan  peningkatan  dari  pada  pelalc- 
sanaan  Haluan  Negara,  yang  tertuang  dalam  !Eap-Tap  MPRS 
No.  IX  sarapai  dengan  No.  XLIV,  yang  mewakili  dan  memba- 
wakan  semangrit  Orde  Baru, 

Beberapa  hal  yang  perlu  mendapatkon  perhatian: 
Pokok-pokok  pemikiran  Dombongunan  nasional  hondaknya 
menarapimg  Sila  Pertama  dari  Pancasila.  Dalam  pola  uinum 
pembangunan  jangka  panjang  tidak  diadakan  perbedaan 
antara  sesama  warga  neg^-ra  tetapi  perlu  raemberi  perlin- 
dungon  dan  bimbingan  terhadap  uoaha  golongan  ckonomi 
lemah,  khususnya  pribumi,  serta  adanya  dorongan  dan 
pengarahan  ba-i  golongan  ckonomi  kuat  untuk  bersama- 
sama  dengan  golongan  ckonomi  lemah  bcrusaha  membangun 


ekonorai  nasional, 

Masalah  pengangis:ur£m,  supaya  dicantumkan  kebijaksan-.  .cj^ 
yang  terarah  dalam  mengataai '  niciningkatnya  pengrnggurrj. 
setiap  taHun, 

Pemb'anffunan  di  bidang  agama  diiTujiikarL  untuk  raeningliat- 
kan  iman-  dan  akhlak  againa  yang  luhur  dan  diarahkan  mi- 
tiik  fiienuur.buhkan  kerukunpn  TMnat .beragama  di  Indonesia. 
Hendaknya  pendidikan  agama  raenjadi  mata  pelajaran  bagi 
sekolah-sekolah  swasta  raaupun  negeri  sejak  Taman  KanrJc- 
kanak  sampai  dengan  Perguruan  Tinggi,  Dalrjn  rangka  per- 
binaan  bangsa  hendaknya  juga  aliran-aliran  kepercayaan/ 
•f aham~f ahara  kesigatnaan  dapat  kita  tempatkan  pada  propor- 
sinya,  sehingga  dapat  dilakukan  pembimbingan,  pembina- 
an  dan  pengawasan  agar  supaya  eiliran-aliran  kepefcayaan 

'^tu  kembali  kepada  induk  agatnanya  masing-masing  iserta 
berusaha  mencegah  perkembangan  aliran  kepercayaan  yang 
bertentangan  dengan  Pancasila  dan  keyakinan  beragama, 
Pengadilan  Administrasi  beltjm  disebutkan  dalam  GBHN, 

"yang  justm  akan  memegang  perdtian  penting  dalan  usaha 
penertiban  dan  penyehatan  aparatur  pemerintnhan  unijuk 
mendapatkEin  aparatur  pernor  in  tahan  yang  berwibawa,  ber- 
sih,  efektif  dan  ef isien,  Selain  itu  pembangunan  di  bi- 
dang  hukura  yang  sesuai  dengan  meningkatnya  kesadaran 
rakyat  dan  yang  nienienuhi  tun  tut  an  pembangunan  harus  da- 
pat ditampung  dan  diciptakan, 

Rantap  tentang  Hubimgan  Tata  Kerna  Lembaga  "Tertin;g:p:i 
Negara  dengan  atau  antar  Lembaga-lembaga  Tinggi  Nep:arG 
hendaknya  mencakup  sifat,  martabat  dan  kedudukan  leraba- 
ga~lerabaga  negara,  Perubahan  lain  yaitu  sesuai  dengan 
pasal  23  ayat  5  UUD  '45  sebaiknya  hasil  pemeriksaaii  BIK 
diberitahukan  kepada  DPR  saja, 

Rantap  tentang  Pemilihan  Umum  ditetapkan  bahwa  untulc 
Perailu  yang  akan  datang  hanya  ada  tiga  tanda  gambar 
yaitu  dua  dari  golongan  politik  dan  satu  dari  Golongan 
Karya,  Selanjutnya  diharapkan  agar  ABRI  tetap  raenjadi 
milik  semua  golongan,  berdiri  di  atas  semua  golongan, 
tidak  ikut'  dalam  Perailu  dan  dijamin  perwakilannya  di 
dalam  Lemba'ga-lembaga  Perwakilan,  maka  disarankan  agar 
istilah  yang  digunakan  dalam  Rantap  ini  untuk  Angkatan 
Bersenjata  R.I,  hendalmya  "ABRI"  saJa,  Juga  perlu  ada- 
nya  penyesuaian  waktu  jabatan  keanggotaan  DPR  dan  DPRD. 


d.  Rantap  -tentariig:  pelim-pahan  tugas  dan  kewenangan  keuada 
Ppesiden/1vian.dataris  KPR  ijintuk  melaksanakeai  tu^as  Kabi- 
net  Pembangunan  hendaknya  memuat  diktiim-diktum: 

i)  Empat  mac am  tugas  yang  hendak  dibebankan  kepada 
Presiden/lyiandataris,  • 
ii)  Memberi  kewenangan  kepada  Preaiden/iJandataris  un- 
tuk  m'ejigambll  langkah-langkah  yang  perlu  dalar/i 
.  -  memeliiiara  persatuan,  kesatuan  batigsa  dan  mence- 
gah  terulangnya  G.  3P^;S/PK:I. 
iii)  Dibandingkan  derigan"  Ketetapan  MPRS  No,  XLI/kPRS/ 
1968,  maka  rancangan  yang  disusun  ^P-MPR  masih. 
mengandung  kekurangan-kekurangan  yaitiu; .  menagas- 
kan  kepada  Presiden  untiik  membentuk  kabinet  dan 
persyaratan  bagi  personalia  kabinet, 
Pembicara  Ismail  Hasan  Metareum  SH  dalain  men-anggapi  pidato 
Laporan  Pertanggimgan  Jawab  Presiden  Soeharto,  pada  garis 
besamya  dapat  menerima  dan  menyetujui.  Namun  dikeraikakan 
beberapa  haL  pokqk  untuk  mendapatkan  perhatian  antara.  lain 

a,  Politik  Luar  Negferi  ^ 

^  Fraksi  Persatuan  Pembangunan  menyambut  baik  kebijaksa- 
naan  pemerintaii  unttik  ikut  serta  dalacQ  konperensi-- Islain 
Intemasional  mengingat  bahv/a -mayoritas  rakyat'"  ' 
Indonesia  beragama  Islam,  Tetapi  prihatin  apabila  ker- 
■  ja  sama  regional  ASEAN  yang  senruLp,-  hanya  di.  bidang 
sosial-ekonomi  dan  budaya  diperluas  satapai  kepada  ker- 
ja  sama  regional  .di  bidang  Politik  dan  Zeamanan, 

b,  Pemilihan  Umum 

.  Praksi'ini  mengkonstatir  bahwa  ekses-ekses  negatif  da- 
ri  Pemilu  sainpai  sekarang  masih.  -ada  yang  belum  tersele- 
saikan  seperti  masih  adanya  pegawai-pegawai  negeri  yang 
kehilangan  jabatan  atau  mata"  pencahariannya  dan  belviia 
ada  penyelesaian,  Diharapkan  agar  Pemilu  yang  akan  da- 
tang  dan  seterusnya  dapat  berlangsutig  lebih  sempuma 
tanpa  raenimbulkan  ekses  yang  seb^lumnya  dapat  dihindari 
bersama,  * 

c,  Pengembalian  ketertiban  dan  keamanan 
Kebijaksanaan  pemerintah  untuk  terus  membina  ketahanan 
nasional  yang  melipu-6i  ket£Lhan?n  ideologi,  politik, 
ekonorai,  social  budaya  dan  hankam  merupakan  kebijaksa- 
naan yang  tepat^  Namun  masih  harus  diakui  adanya  kele- 
mahan-kelemahan  di  bidang  ketahanan  sosial  ekonorai  di 
kalangan  masyarakat  kita,,  Dinamika  kehidupan  sosial 


masyarakat  yang  ekonominya  raas'iii'  miskin,  p3ndidikannya 
■  rendah,  dan  masiii  tradisionil  adalah  kelemahan  yang  ha~ 
rus  segera  dilxilangkan, 

d.  Masalah  beras 

Sangat  ironis  apabila  pertanian  ditetapkan  sebagai  pus-- 
kegiatan  pembangunan  dalam  PELITA,  temyata  dalam  tahun 
197-2  terjadi.  kemerosotan  dalam  •groduksi  beras  dan  ter- 
jadi  kenaikan  harga  beras,  HaJ.  ini  menunjiokkan.  masih 
leraahnya  stabilisasi  harga  dan  leraahnya  management  pe- 
■  rencanaan  dan  Sistim  Pengawas  Pelaksanaan  Pembangunan, 
yang  meliputi  masalah  pengUiVipulan  dan  pengolahan  serta 
analisa  data-data,  Pembangunaii  di  bidang  pertanian  ini 
memerlukan  penggunaan  sistim  pengairan  yang  sehat,  se- 
hingga  masalah  pengaturan  tata  air  perlu  mendapat  per- 
hatian, 

e,  Beberapa  saran  dan  usul;.  . 

i)  Perlu  diciptakan  sua-tu  kondisi  politik  yang  mantap 
bagi  partisipasi  masyarakatuntuk  mempercepat  pe- 
laksanaan pembangunan,  di  samping  adanya  suatu 
aparatur  pemerintahan  yang  kuat  dan  berwibawa  serta 
mendapat  dukungan  luas  dari  masyarakat, 

ii)  Pembangunan  ekonomi  hendaknya  sekaligus  ditujukan 
bagi  peiiingkatan  penghasilan  Negara  dan  masyaralcat 
serta  . keadilsb.  sosial,  Jadi  di'  samping  peningkatar. 
income  rata-rata  perkapita  yang  lebih  penting  ada- 
lah meratanya  kenaikan  income  perkapita  itu  sendiri. 
iii)  Kehidupan  dan  perkembangan  demokrasi  baik  .  politik 
maupim  ekonomi  hendaknya  direncanakan  dan  dilaksa- 
nakan  lebih  terarah  untuk  mana  pendidikan  politik 
dan  kesadaran  nasional  berlandaskan  Pancasila  mu- 
tlak  perlu  ditingkatkan, 

iv)  Mendorong  dan  merabantu  penyediaan  prasarana  fisik 
untuk  melaksanakan  ibadah  dan  merehabllitasi  ter.i- 
pat-tempat  peribadatan, 
v)  Untuk  masa  yang  akan  datang,  sesuai  dengan  pemya- 
taan  Dcwan  Pimpinan  Partai  "Partai  Persatuan  Pen-' 
bangunan"  tanggal  9  Maret  1973  diharapkan  agar  Si- 
dang  .Umum  MPR  secara  aklamasi  menerina  dan  meng- 
angkat  kembali  Jendral  Soeharto  sebagai  Presiden 
sedang  Sri  Sultan  Haraengku  Buwono  IX  sebagai  WaJvil 
Presiden, 
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Fraksi  ABRI  (Rapat  Paripuma  ke-3  tanggal  16  Maret  1973) 

1 .  Rah.ard.1o  Prod.ispradoto  dalam  mengemukalcan  hasil  karya  BP- 
MPR  antara  laihsebagai  berikut: 

■    Pola-poia  yang  dituangkan  dalam  GBHN  hasil  kerja  BP-r.IPR 
sudah  memenuhi  harapan  Praksi  ABRI  karena  penyusujian  pola- 
pola^tu  memperhatikan  pertimbangan  yang  bersifat  umua. 
dan  icliusus,  Umiim  adalah  stabilitas  dan  tertib  politik, 
keainanan  nasional,  tersedianya  tenaga  daja  modal  nasional 
yang  beaar  tanpa 'melampaui  batas  kemampuan  yang  nyata 
serta    diperlukamya    suatu  perancangan  yang  menyelui^h 
bagi  pembangunan  aparatur  dan  c?,dministrasi  negara,  Khusus 
adalah  perlunya  disusim  Repelita  yang  bersifat  saling 
mengisi,  terpeliharahya  kestabilan  ekonomi,  pembangunEm 
ekonomi  yang  dipercepat,  perorabakan  struktur  ekonomi 
Indonesia  serta  pertimbangan  bahwa  bantuan  luar  negeri 
harus  tetap  menipakan  imsur  peleilgkap  saja, 
Demokrasi  ekonomi  berdasarkan  Pancasila  tidak  menghendaki 
adanya  sistim  etatisme,  persaingan  bebas  dan  aonopoli  ter- 
buka  maupian  tertutup,  melainkan  menghendaki  dilaksenakaii- 
nya  azas  gotong  royong  dalam  lisaha  bersama  antara  peme- 
rihtah,  pengusaha  nasional  maupun  karyawan  yang  terorgani- 
sir  dalam  koperasi, 

2,  Sarwo  Edhi  Wibowo  akhimya  meraberikan  tanggapan  serta 
pemilaian  terhadap  pidato  Presiden  .dengan  menggunakan 
4  ukurani  ■ 

a,  Arti  pidatb  Pert&hggungan  Jawab.bagi  kehidupan  ketata- 
negaraan 

Pertanggungan  Jawab  Presiden.  yang  tanpa  ^Iminta  oleh 
Majelis  menipakan  yang  pertama  kali  dalam  sejarjih  ke- 
tatanegaraan  kita,  -^^^"^         menim jukkan  li;esada;ii:'an  dan 
pelaksanaan  kewajiban  dengan  penuh  kesungguhnn.  dalam 
melaksanakan  ketentuan  UUD.  Terlaksananya  kewajiban 
ini  marupakan  pangkal  tegnknya  tertib  hukum  yang  meru-- 
pakan  siiraber  ketentraman  bagi  setiap  anggota  masyaralfr.t 

b,  Kepribadian  kepemimpinan  Presiden 

Pidato  itu  mengungkapkan  sikap  dasar  kepemimpinan 
Presiden  Soeharto  yang  raengandung  kejujjuran,  keterbuka- 
an  dan  kesungguhan.  Serangkaian  imsur-luisur  yang  perlii 
dimiliki  oleh  pimpinan  negara  dewasa  ini  oleh  pejabat- 
pejabat  pemerintahan  dari  tingkat  atas  sampai  bawah, 
oleh  pemimpin-pemimpin  masyarakat  dan  juga  perlu  monja  i. 
sikap  dasar  bangsa  yang  raembangun. 


c.  G-aris-garis  kebijaksanaan  Presiden 

Dikemiikakan  dalajn  4  bidang:  pembinaan  dan  pengembangL-Lii 
dembkrasi  Pancasila;  ketegasan  daa  kebi jaksanaannya 
dalatn  menghadapi  .  dan  molawan  musuh-rausuh,  Pancasila; 
pengetrapan  politik  luar  negeri  yang  bebas  dan  aktii, 
yang  bermanfaat  bagi  perabangunan  bangsa,  dan  bagi  pe- 
ningkatan  ketahanan  nasional;  kesungguhan  dan  konsis- 
tennyaj  penangenan  pembangunan, 

d,  Hasil  yang  dicapai  selama  ini 

i)  Stabilisasi:  politik  dan  ekonorni, 

Dalam  lapangan  politik  tetap  meiaberi  ruang  gerak 
bagi  perubaJb.an  menuju  kemajuan  sesuai-  dengan  ke- 
mumian  Pancasila  dan  UUD  H5,  Sedang  dalam  la- 
pang'in  ekonomi  menunjukkan  gerak  pertmbuhan  yang 
raenaiko 

ii)  Penyusunan  dan  pelaksanaan  Repelita,    .  . 
iii)  Pelaksanaan  Perailihan  Umura- 

Supaya  kelancaran. pelaksanaan  Pemilu  yang  lalu  da- 
pat  dijadikan  preseden  yang  baik  untuk  Pemilu  yang 
akan  datang, 

Presiden  dan  Wakil  Pr^^siden 

Secara  resmi  akan  inencalonkan  Presiden  Soeharto  .kembali 
sebagai  Presiden  dan  cierailih  Sultan  Hamengku  Buwono  IX 
sebagai  Wakil  Presiden, 

Komi si-komisi  .  • 

Dalam  rapat  paripuma  ke-3  tanggal  16  Maret  telah  disetujui 
pembentukan  tiga  Eomisi,  yaitu  Komisi  A  (30'^  orang) ,  Komisi  B 
(303  orang)  dan  Komisi  C  (302  orang),  Ketua  Eomisi  A  dari  Praksi 
Karya  Pembangunan  (Drs.  Moerdopo),  Komisi  B  diketuai  oleh 
Sapardjo-  (Praksi  ABRI)  dan  Ketua  Komisi  "C  dari  Fraksi  PersatT.ian 
Penbangunan  (H.M,  Dahrif  Nasution),  Masing-masing  Ketua  jiCoraisi 
itu  dibantu  oleh  5  Wakil  Ketua  dari  kelima  fraksi.  Menurut  ran-, 
cangan  semula  dari  BP-MPR,  Komisi  beroumlah  6  sedang  Panitia 
Ad  Hoc  1,  Akhimya  disetujui  3  Komisi; 

Adapun  tugas-tugas  Komisi  A  ialah  membahas  Rancangan  Kete- 
tapan  tontang  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  dan  Rancangan 
Ketexapan  tentang  Peninjauan  ProdiAk-produk  yang  berupa  Ketetapan- 
ketetapan  MPRS-RI.  Komisi  B  bertugas  imtuk  mombahas  dan  raenyele- 
saikan  secara  final  7  Rancar).gan  Ketetapan,  yaitu  Rancangan 
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Ketetapan  tentang: 

i)  Tata  Cara  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  R  I 
ii)  Pengangkatan  Presiden  R.I,  *  * 

iii)  Pengangkatan  Wakil  Presiden  R,I, 
iv)  Pelimpahan  Tugas  dan  Kewenangan' kepada  Presiden/ISJandataris 
MPR  utituk  melaksanakan  Tugas  Kabinet  Pembangunan 
v)  Keadaan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  R.I.  berhalanga?'- 
vi)  Hubungan  Tata  Kerja  Lembaga  Tertinggi  Negara  dengan/atau 
antar  Lembaga-lembaga  Tinggi  Negara 
vii)  Pemilihan  Umum 

Sedangkan  Komisr"C  ditugaskan  untuk  menilai  Pidato  Pertanggungan 
Jawab  Presiden/lviandataris  di  depan  sidang  paripuma  tanggal  12 
Maret,  dan  menyelesaikan  penuangannya  ke  dalam  Rancangan 
Ketetapan. 

Mekanisme  kerja  yang  dipergunakan  ketiga  Komisi  dalam  me- 
nyelesaikan--tugas- tiigas  itu  adalah  sebagai  berikuti:.  Atas  perse- 
tujuan.  rapat  pleno  dari  masihg-masing  Komisi,  maka  ketiga  Komi£=i 
raembentuk  Panitia  Kerja  30,  yang  harus  menyelesaikan  tugas  ser- 
ta  melaporkaii  hasilnya  kspcida  rapat  pleoto  Komisi^  Oleh  Panitia 
Kerja  30  itu  lalu  dibentuk  Panitia  Perumus  11  yang  menggarap 
materi-materi  tersebut^ secara  final,  Panitia  Perumus  ini  harus 
melapprkan  hasilnya  kepada  Panitia  Kerja  30, 

Panitia  Kerja  30  dan  Panitia  Perumus  11  dari  Komisi  B  dan  C 
melaksanakan  tugasnya  dalam  rapat  tertutup,  sedangkan  rapat-rapat 
Panitia  Kerja  dan  Panitia  Perumus  dari  Komisi  A  bersifat  terbuka. 

Dalam  rapat  paripuma  ke-4  tanggal  19  Maret,  Majelis  men- 
dengaikan  laporan  hasil  kerja  Komisi  A,  B  dan  C.  Semua  Komisi 
dapat  menyelesaikan  tugas-tugasnya, 

St  eomot  ivering 

Dalam  rapat  paripuma  ke~5  tanggal  21  Maret  fraksi-fraksi 
raulai  memberikan  stemmotivering  (pemyataan  pendapat)  atas  ha- 
sil-hasil  ketiga  Komisi,  • 
A.  Praksi  ABRI  melalui  juru  bicara  A.  Tahir  menyatakan  bahwa: 
ABRI  menerima  dan  menyetujui  Rancangan-rancangan  Ketetapan 
hasil  karya  Komisi  A,  B,  dan  C  untuk  disahkan  menjadi  Kete- 
tapan MPR;  Secara  konstitusionil  Presiden  harus  mempertang- 
gungjawabkan  segala  kebi  jaksanaan  kepemimpinan  dan  langkah- 
langkah  yang  diambilnya  unttik  melaksanakan  haluan  Negara; 
Rakyat  berhak  menarik  kembali  mandat  yang  dipercayakan  kepa- 
da Presiden  apabila  terbukti  bahwa  Presiden  melanggar  haluan 
Negara  dan/atau  UUD  45  tanpa  dapat  mempertanggungjawabkannya. 
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Fraksi  Karya  Pembangunan  melalui  3  3"^^  bicaranya  yaitu: 

1)  .  David  Napitupulu  yang  menanggapi  hasil  Komi  si  A  menyat .. 

kan  bahwa: 

GBHN  adalah  kelanjutan  dari  perjuangan  Orde  Baru  dengaii 
panji-panji  Triirura  pada  masa  perjuangan  tahun  1966, 
Dengan  Tritura  itu  ingin  ditinggalkan  kohidupan  dalam 
ketidak  pastian  dan  konsep  politik  kekuatan  demi 
Icekuasaan; 

Hasil  Komisi  A  dapat  disetujui,  dan  diterimanya  GBHN 
raempunyai  konsekwensi  terhadap  seluruh  konponen  masyara- 
kat  serta  aparatur  Pemerintah,  Dalam  pelaksanaannya.  nant 
harus  terwajud  sistim  mekanisine  timbal  balik  antara  • 
masyarakat  dan  Pemerintah,  G-BHN  sekaligusl  mengikat  selu- 
ruh  bangsa  dan  merupakan.  kebulatan  tekad  uniTuk '  bersama- 
sama  nielaksanakannya  sesuai  dengan  fungsi,  jabatan 
kedudiikannya  masing-masingj 

Pokus  GBHN  adalah  pertuunbuhan  ekonomi,  perataan  pendapat 
an  dan  partisipasi  masyarakat;  ketiga    hal  tersebut  me- 
inipakan  satu  kesatuan  yang  saling  mempengaruhi,  mengikat 
dan  membatasi  satui  sama  Tain.^ 

2)  H,  Sakti  Kodratullah  meny&tokan  bahwa  fraksinya  dapat 
menerima  keseluruhan  hasil  Komisi  B  dengan  penegasan 
sebagai  berikut: 

Dua  bagian  tugas  dan  kewenangan.  yang  dirumuskan  dalam 
Rantap  tentang  Pelimpahan  Tugas  dan  Kewenangan  kepada 
Presiden/tvlandataris  MPR  merupakan  sarana  yang  lengkap 
begi  Presiden  untuk  dapat  menjalankan  peraerintahan 
negara; 

Rantap  tentang  Keadaan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden 
Berhalangan  dan  Rantap  .'tentang  Kedudukan  dan  Hubungan 
Tata  Kerja  Lerabaga  Tertinggi  Negara  dan/atau  antar  Lombr.- 
ga-lembaga  Tinggi  Negara,  di  samping  memperkaya  dan  mc - 
rumuskan  secara  terperinci  ketentuan-ketentuan  konstitu- 
si,  juga  mencerminkaji  usaha  nendudukkan  fungsi  masing^ma 
sing  secara  wajar  serta  memperlancar  mekanisrae  konstitu- 
si  itu  sendiri; 

Rantap  tentang  Pemilu  raerupalcoji  sarana  paling  jelas  da- 
lam raewujudkon.  peo^ticipaci  raicyat  dalam  kehidupan  ber- 
negara,  Ketetapan  ini  merintis.  juga  penyesuaian  antara 
masa  jabatan  Presiden,  PPR  dan  BflPR, 


3)  Herman.  Hot e  laenanggapi  hasil  Komisi  C  sebagai  berikut: 
Berdasarkan  penganiatan  atas  hasil-hasil  konkrit  yang  di- 
capai  maka  secara.~k'esel-uruh.an  menerima  pertanggungan  ja- 
wab  Presiden/lviclndataris; 

Sesuai  dengan  Penjelasan  UUD.  45,  fiingsi  kontrol  terhadap 
Presiden  dilakukan  oleh.  DPR,  Selama  masa  jabatan  Presid  .l• 
DPR .  telah  menerima  h'Xi^x,  laporfh  ?^o^xU■!.en  yang  disainpaikf; 
setiap  tiT.ng'ga'.  'i6' AaJirtu^'aLti  j-cda  soat  nengantar  R^j^iJ 
yang'baruo  Maka  secara  implisit  berarti  bahwa  Presiden 
telah  melaksanakan  haluan  ,Negara„ 

Dalon    rap  at    paripuma  ke-5  tanggal  22  Maret  didengarkan 
kelanjutan  steijaiOaiv(:'.rl-G.c;^  dari  3  fraksi,  • 

C,  \  Praksi  Partai  P-^okrasi  Indonesia  melalui  Subekti  raenyata- 

kan  bahwa  fraksinya  ds.pat  menerima  keseluruhan  basil  Komi<=i 
A,  B  dan  C  dengan  tanggapaii-^targgapan  sebagai  berikut: 
GBHN  yang  dihasilkan  MPR  benar-benar  memenuhi  pasal  3  UUD  ^3.. 
GBHN  tidak  saja  merupakan  strategi  dari  pada  perjuangan 
barigsa,  melainkan  juga  azas  perjuangan  bangsa  yang  sedang 
bergulat  melawan  kemiekinang  Oleb  karena  itu  barus  mengha- 
yati  dan  dihayati  oleh  seluruh  rakyat; 

Fraksinya  menggaria  bawahi  ramus  an  tentaag  budaya  Indonesia 
.  serta  Kebudayaan  Nasional  dalam  Pola  Umum  Pelita  II; 
Dalam  -politik  luar  negeri,  ide  netralisasi  Asia  ^^enggara 
perlu  mendapatkan  pemikiran  yang  serius,  dan  lagi  politik 
kita  hendaknya  benar-benax  bersif at  bebas-aktif  dan  non 
alignment-; 

Pelaksanaan'  demokrasi  yang  modem  roemerlukan  pers  nasional 
yang  bebas  dan  bertanggung  jawab; 

Dalam  demokrasi  ekonorai  harus  benar-benar  dihindarkan  sistini 
free  fight  liberalism  dan  sistim  etatisme  yang  dapat  raemati- 
kan  potenai  dan  kreasi  unit-imit  ekonomi  dalam  negeri; 
Perabangunan  ekonomi  supaya  diarahkan  pada  stniktur  ekonomi 
yang  seimbang  dengan  kebi  jaksanaan,  yang  dapat  menghapuskan 
pengangguran,  ^ 

D.  Praksi  Persatuan  Pembangunan  melalui  3  Ouru  bicaranya,  yaitu 

1)  Djadil  Abdu3.1ah  menyatakan  bahwa  fraksinya  dapat  monGrima 
hasil-hasil  Koaiei  B  dengan  beberapa  penekanan  seba^jai 
berikut: 

Pada  akhimya  ke-7  Rontap  tersebut  tergantimg  pada  itikad 
baik  kita  semua  untuk  melaksanakannya; 

Dalam  Perailu  yang  akan  dataiig  hanya  terdiri  dseri  dua  go- 
longan  politik  don  satu  golongan  karya,  ini  berarti 


peningkatan.  prosedur  untiilc  lebih  aendewasakan  demokrasi, 
ABRI  sebagai  kekuatan  aosial-politik  yang  sangat  rnenentr- 
kan,  di  jarain  porwakllaiinya  di  leiabaga-lembaga  perwakij.t  . 
Dalam  Pemilu  yang  oksui  datang  hendaknya  para  pemilih  i  v  - 
pat  bebas  dari  rasa  takut/tekatian; 

Rantap  tentang  Kedudvikan  dan  Hubimgan  Tata  Kerja  Lemba,  . 
Tertinggi  i^egara  dengan/atau  antar  Leabaga-lembaga  Tir. 
Negara  benar-benar  dapat  memberikan  kepastian  hukupi 
ai  dengsjn  UUD  45, 

2)  Drs.  Th,  Moh.  Gobel  menegaskari  bahwa  fraksinya  menyetij.jui 
hasil  Komiai  C: 

Pidato  pertanggungan  jawab  Presiden  merupakan  peristiwa 
bersejarah  yang  sangat  penting,  mempunyai  pengaruh  posi- 
tif  terhadap  pendidikan  politik  dan  pendidikan  dernokrasi, 
Diharapkan  hal  ini  dapat  merupakan  konvensi  yang  tetap 
dilsiksanakan"'  oleh  Presiden/I'ffandataris  yang  akan  datang: 
Ketetapan  MPR  di  samping  menjadi  liak  milik  kita,  juga 
dari  padanya  diminta  kepatuhan,  tanggung  jawab  dan  kevva- 
jiban  untuk  melaksanakan  sesuai  dengan  fimgsi  masing-na- 
sing; 

Bentuk  kontrol  yang  paling  baik  adalah  yang  bersif  at 
konstruktif,  akseleratif  dan  perspektif,  dan  ti dak  bersi- 
fat  destruktif,  opportunistis  serta  reaktif; 
Pembangunan  harus  berlandaskan  pada  Tri  Orientasi  perja- 
angan^  yaitu  orientasi  pada  ideologi  Negara  (Pancasila)  j 
pada  pelakganaan  program  dan  kepentingan  rakyat,  Sedang 
pelaksanaan  pembangunan  didasarkan  pada  Irilogi  perjuang- 
an:  Tauhid  d£m  Iman,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  sor- 
ta  siaaat  dan  management, 

3)  H.M.  Mimasir  menyatakan  bahwa  hasil  Komisi  A  dapat  dite- 
rima  oleh  fraksinya,  Mengenai  GBHN  terdapat  catatan-catJit 
an  sebagai  berikut: 

Pembangunan  di-bidang  agaraa  dan  kepercayaan  terhadap  luliC- 
Yang  Maha  Esa  belum  meraadai  bobotnya  dengan  Ketetapan 
No.  XXVI I/toRS/1 966.  Akan  tetapi  karena  rumusan  tersebut 
merupakan  hasil  konsensua  bersama,  maka  fraksi  ini  mo- 
nerimanya; 

DalEim  usaha  perabaharuan  sosial  politik,  rakyat  di  desa- 
desa  supaya  diikut  sertakan;  ( 
Men^harapkan  agar  aparat-aparat  Pemerintah  dan  tenaga 
guru  yang  diachors  akibat  ketegangon  Pomilu  yang  Isilu, 
supaya  segera  direhabilitir; 


Diharapkan  agar  ABRI  yang  berfungsi  sebagai  stabilisator 
dan  dinamisator  benar-henar  menjadi  milik  bersaraa  selur;..: 
rakya-t, 

E.  Praksi  Uirusan  Daerah  dengan  pembicara  Prof,  Drs,  Harun  Al 
Rasjid  Zain  mengemiikakan  bahwa: 

Menyetujul  semua  Rancangan  Ketetapan  hasil  ketiga  Komisi 
untuk  dijadikan  Ketetapan  MPR  dan  menyerukan  kepada  seluriib. 
warga  negara  untuk  mentaatinya; 

Hasil-hasil  yang  dicapai  Komisi-komisi  membuka  /iemungkin-m 
yang  seluas-luasnya-  bagi  pembangunan  daerah  sesuai  deng;an 
azas  kekhu*susan  daerah  raasing-njasing  dan  se,ja.lan  dengan  azss 
keseimbangan  antar  daerahj 

Perlii  "EBgera'  di^usun  UU  Pokok  Pemcsrintahan  Daerah  yang  barT,. 
dan  peraturan  perundangan  yair^  raehgatur' keaeimoangan  ontarf. 
Pusat  dan  Daerah;  ,  • 

Selama  sidang  terlihat  proses _pendewa^aan  sistim  Demokraal 
Pancasila  yang  terbukti  dengan  tidak  digunakannya  hak 
voting  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah, 

Pengesahan  Hasil^hasil  Komisi  menjadi  Ketetapan  MPR 

Dalam  rapat  paripuma  ke-5  tanggal  22  Maret  telah  disah- 
kan  hasil-hasil  KBmisi  A,  B  dan  C  menjadi  Ketetapan-keijetapaix 

liiPR.  ■  ; 

Pemilihan  dan  pengangkatan  Pr^siden  dan  Wakil  Presiden  , 

Rancangan  Ketetapan  tentang  Tata  Cara  Pemilihan  Presiden  " 
dan  Wakil  Presiden  R.I.  disahkan  lebih  dahulu  sebelura  Rantap- 
rantap '  lainnya,  yaitu  pada  rapat  paripuma  ke-4  tanggal  19  Marc  ^ 

Dalam'  rapat  paripuma  ke-6  tanggal  22  Maret  MPR  seoara 
bulat  memilih  Jendral  TNI  Soeharto  sebagai  Presiden  R.I. 

Pada  hari  pelantikan  tanggal  23  Maret,  Presiden  Soeharto 
antara  lain  nenyataicant 

Untuk  pertama  kalinya  Presiden  R.I.  dipilih  dan  dilantik  oleh 
vvakil-wakil  rakyat  yang  dipilih  rakyat  pada  Pemilu.1971; 
Pe27ubahan  untuk  mencapai  kemajuan  tanpa  kegoncongan  adalah  stra- 
tegi  perjuangan  Orde  Bain,  demikian  pula  dalam  raenegakkan  kehi- 
dupan  konstitusionil; 

Masalah  sosial  ekonomi  masih, lebih. besar,  tambah  lagi  masalah 
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rjendidikan  anak-anak,  pcrluasan  lapangan  kerja,  penyebaran  p^n 
dudulc  dan  Iain-lain,  Kita  masih  harus  "bekerja  lebih  keras; 
Tidak  akan  mengemukakan  janji,  tetapi  akan  bekerja  keras  sok-;.a 
•fcenaga  untiik  mencapai  cita-cita  bangsa; 

Hongharapkan  kerja  sama  dan  pengawasan  dari  rakyat  dan  laGroV-. 
ycOTitj  dapat  mehyalurkan  pendapat  rakyat  tanpa  meninggaXkon.  oar  ?, 
cara  konstitusionil  dan  deraokratiSo 

D^lam  rapat  pari  puma  ke-7.  tanggal  23  Maret  Sri  Sultan 
lla^nen/ylra  Buwono  IX  torpilih  sebagai  Wakil  Pr.93iden  R,I^ 

Pada  iiari  pelantikan  tanggal  24  Maret,  Y/akil  Presiden 
Sri  Sultan  Hamengku.  Buwono  IX  antara  lain  mengeraukakrn: 
Pelembagaan  dari  hubungan  kerja  sama  yang  erat  antara  Presiden 
dan  Wakil  Presiden  selain  meraberi  isi  yang  berarti  pada  jabat- 
'an  Wakil  Presiden,  juga  ciempunyai  makna  mendalam  bagi  kehidupa 
konstitusionil  daxi  persatuan  bangsa  Indonesia; 
Sokarang  tiba  waktunya  untuk  raenggali  suraber-sumber  non 
ekonomis; 

Kunci  dan  sekaligus  tujuan  serta  sarana  pembangunan  adalah 
manusia  Indonesia  dengan  segala  aspirasinj'-a  di  bidang  ckonomi, 
politik  dan  sosial-budaya,  Dalam  tahap  pembangunan  yang  akan 
datsjng  manusia  Indonesia  perlu  lebih  memahEimi,  mengalami  dsn 
menikmati  pembangunan ; 

Tugas  Wakil  Presiden  sangat  luas,  oleh  karena  itu  perlu  koinuni 
kasi  yang  terbuka  dan  tertib  dengan  masyarakat  luas, 

Hasil-hasil  lengkap  Ketetapan-ketetapan  Sidang  Umum  ' 

1,  Ketetapan  MPR  No.  iykPR/1973  tentang  Peraturan  Tata  Tertil^ 
MPR 

2.  Ketetapan  E/EPR  No.  II/toR/1973  tentang  2ata-Cara  Pemilihan 
Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia 

3.  Ketetapan  MPR  No.  III/\TPR/1973  tentang  Pertanggungan  Jawafc 
Presiden  Republik  Indonesia  Jendral  TNI  Soeharto  Selaku 
Mandataris  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat 

4,  Ketetapan  MPR  No.  IV/toR/l973  tentang  Garis-garis  Besar 
Haluan  Negara 

5,  Ketetapan  MPR  No.  V/toR/l973  tentang  Peninjauan  Produk- 
Produk  Yang  Berupa  Ketetapan-Ketetapan  Majelis  Permusyawa- 
ratan Rakyat  Seraentara  Republik  Indonesia 

6.  Ketetapan  MPR  No.  VIAIPR/1973  tentang  Kedudukan  3)an  Hubung- 
an Tata-Kerja  Lembaga  Tertinggi  Negara  Dengan/Atau  An  tar 
Lerabaga-Lembaga  Tinggi  Negara 
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^7.  Ketetapan  MPR  No.  VII/MPR/1971  tentang  Keadaan  PresicLon  Daii  ^ 
Atau  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  Berhalangan 
Ketetapan  MPR  No.  VilI/toR/iq71  tentang  Pomilihan  Umura 
9.  Ketetapan  MPR  No>  IX>toR/l97.^  tentang  Pengaiigkatdn  Presidon 
Republik  Indonesia 
1 0 >  get  etapan  MPR  No .  X/toR/l  97 ^  tentang  Pelimpahan  Tugas  D.'_u. 
Kewenangan  Eepada  Pre siden/^4and atari s  MPR  JJntuk  Melaksaia- 
-kan  Tiigas  Pembangunan 
11.  Ketetapan  MPR  No.  xr/te'R/lQ7^  tentang  Pengangkatan  V/akil 
Presiden  Hepublik  Indonesia 


IJ.  TAN6GAPAN  MASYjaakAT  " ' ' 

Hak  rgoall  .' 

SeJiabungan  :dengan-.  tiadakan  pe-recall-an- terhadap  3-  anggota 
DPR/toR  dari  Praksi  Persatuan  .Pembangunan,  maka  timbul  pendapat- 
pendapat  sebagai  berikut: 

1)  BR^:  Hatta  berpendapat  baicwa  "hak  recall  hanya- •  t erdapat  dalam 
sistim  fasisme  dan  komunisme,  Demokrasi  tidak  mengenaX  hak 
tersebut,  Dalam  sistim  demokrasi  v?akil  -  rakyat  yang  terpiliii 

•  daiLam  DPR  tetap  kedudiakannya  seba^ai  anggota  DPR  sampai  po- 
milihan vmim  yang  akan  datang.  Pimpinan  ■  partai  dapat  menia- 
dakannya  sebagai  kandidat  anggota,,  akan  tetapi  bila  ia  sudah 
dipilih  oleh  rakyat  maka  ia  tetap  sebagai.. anggota- DPR. 
(Kompas.  1  Maret  1973) 

2)  Harun"Al*Rasid  SH  menanggapi  bahwa  hak  recall  dalam  Demokrasi 
liberal  merupakan  hukum  yang  tidak.  tertulis  dan  pengetrapan- 
nya  tidak  bertalian  dengan  badan  legislatif  melainjcan  dengaii 
badan  eksekutif ,  Sedan gkan  dalam  Demokrasi  Pancasila  hale 
tersebut  tercantum  dalam  pasal  15  dari  UU  No.  10/1966,  Kg- 
tika  menghadapi-P«niitt-,  parlemen  masih  menganggap  perlu  mera- 
pertahankan  hak  itu,  Hal  itu  terbukti  dengan  dicantumkannya 
hak  itu  pada  passp.  43  dari  UU  No.  1 6/1969  tentang  Susunan 
dan  Kedudukan  MPR,  DPR,  dan,  DPRD.  Oleh.karena  itu  ditinjau 
dari  segi  yuridis,  pe-recall-an  terhadap  3  anggota,  DPivi'tPR 
itu  tidak  menyalahi  ketentuan  hukum. yang  berlaku.  Hak  recall 
berhubungan  dengan  eistim  Pemilu:  Dalam  sistim  pemilihan 
distrik  tidak  dikenal  hak  tersebut*  Akan  tetapi  dalam  sistim 
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pemilihan  proporsionil  di  ma^ia  iiakyat  memilih.  tanda  garabar 
dan  bulcar.  orangnya  secara  langsung,  r.aJca  terdapai;  hak  recall, 
(Kompas,  7  Maret  .1973), 


Kotenanigan.  sebelum  dan,  se lama  Sidaiig  Umum 

Wapangkopkamtib  Jendral  Soomitro  menjelaskan.  beiiwa  tv 
Kopkamtib  dan  alat-alat  keamanan  lainnya  adalah  untiik  raenci 
takan  situasi  dan  kondisi  agar  par^^-anggota  MPR  dapat  ir-olsiru- 
kan  tugasnya  dengan  tenang  dan,.bebai^  dari.  segala  tekanan  baik 
langsung  maupun  tidak  langsung,  la  meminta  kepada  pcrs  agar 
juga  merabantu  menciptakan  ketenangan^  Terhadap  permintaan 
KopkEimtib  tersebut  timbul  beberapa  tanggapan  sebagai-berikut: 

■])  Peringatan  koras  dari  Wapan^opkamtib  tersebut  bisa  dine- 
ngerti*  Ietap.1  esrlng  te:>.is.di  overacting  dalsan  pelba^ai  l-- 
•  rangan  yang-^  justru  menimbulkan  ketegangan  dalan  masyaralcat* 
Peringatan  keras  atau  larangari-larangan  seperti  itu  malah. 
dapat  menimbulkan  tekanan  pada  niasyarakat  dan  anggota-arig- 
gota  MPR,  E|ehingga  dalatn  sidang  mereka  akan  mengangguk- 
angguk  saja  karena  ..takut.  menyi'jarakan  kata  hati  mereka, 
(Tajuk  flenoana  Indonesia  Raya.  8  Maret  1973) 

2)  Melalui  pendekaljan  keamanan  ini  rakyat  di  seluruh. 
Indonesia  disadarkan  adanya  Sidang  Unium  MPR,  Apapun  reak- 
si  orang  terhsuiap  penjelasan  Wapangjcopkamtib,  satu  hal 
sudah  jelaa,  yaitu  agar  situiasi  tertib  itu' dapat  menolonc 
anggota  MPR  bisa  melakukan  tugasnya  dengan  bebas,  tenang, 
tanpa  tekanan  dari  pihak  manapun,  Di  sini  timbul  salah 
paJiam  pada  sobagian  masyarakat  yang  beranggaptm  bahwa 

.  segala  tindakan  keamanan  itu  dapat  meinpengaruM  jalannya 
Sidang  Uraum,.  Padahal  yang  benar  adsilah  menciptakan  situasi 
yarig  tenang  tanpa  tekanan  apapun  bagi  para  anggota  MPR, 
(Tajuk  Rencana  Kompas,  8  Maret  1973) 

3)  Mas.alahnya  adalah  bagaimana  memelihara  stabilitas  politik 
nasional  agar  kontinuitas  pembangunan  dapat  terjamin  dan 
kehidupan  Deraokrasi  Pancasila  dipat  dikerabangkan,  Hal  itu 
merabuktikan  bahwa  adanya  jalinan  or at  yang  tidak  terpisah- 
kan  antara  ketiga  hal  ini,  yaitu  stabilitas  politik,  sta- 
bilit9,s  ekonomi  dan  kehidupan  demokrasi.  Dari  segi  itulah 
letak  pentingnya  pe^^-'olasan  Wapangkopkamtib  itu,  (Tajuk 
Rencana  Berita  Buana,  22  Pebruari  1973) 
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4)  Demokrasi  pada  hakekatnya  adalah  tata  cara  kebebasaia 
:c:-\g  neaf:>->i;ur  keliid--pon  beraana^  hingga  ia  tidak 
raimgkin  dapat  diartikan  sebagai .kebebasan  yang  dapat 
monghancurkan  kehidupan  bersama  itu,  Dalam  kaitan  inilan 
pers  kita  yang  sedang  dalam  proses  pertumbuhan  begitu  1  •• 
pas  dari  kekaiigan-kekangan  sebeliAinnya,  bukan  mustahil  L  Ib-I 
terporangkap  oleh  dogmatisme  demokrasi  yang  justru  tid.'u-L 
memimgkinkan  berfungsinya  demokrasi  yang  wajar,  Dari  pi  hair 
pers  diminta^untuk  tidak  overacting  sehingga  melahirkan 
suasana  yang  tidak  meraungkinkan  r£PR  berfimgsi  dengan  baik. 
(Tajuk  Rencana  Suara  Karya.  8  Maret  1973) 

Masalah  Agama 

Menghadapi  permasalahan  daiain  bidang  keagamaan  timbul  be- 
berapareaksi  sebagai  berikut: 

1)  Meniirut  Jusuf  Hasjim,  kehendak  unttik  mencabut  Ketetapan  LIFRS 
No.  XXVIl/1966  adalah.  negatif,  Jilra  pikiran  demikian  muneul 
dalam  Si dang  MPR,  pasti  akan  kandas,  (Indonesia  Raya, 

1  Maret  1973)  . 

2)  Beberapa  tokoh  Praksi  Persatuan.  Pembangunan  tidak  rela  dima- 
sukkannya  kriteria  "Kepercayaan"  dalam  GBHN.  Dengan  masuknya 
kriteria  tersebut  berarti'  kekalahan  toiial  bagi  pemimpin-pc- 
mimpin  umat  Islam  sedang  di  lain  pihak  merupakan  kemenangai'i 
bagi  golongan  sekuler,  terutajna  golongan  kebatinan,  Materi 
"Agama  dan  Keperoayaan"  dalam  GBHN  dinilai  belum  memadai, 
baik  bobot,  derajat  maupun  kwalitasnya,  Namun  terpaksa  dite- 
rima  karena  sudah  merupakan  hasil  musyawarah  yang  bulat, 
(Harian  Kami,  23  Maret  1973) 

3)  Islam  adalah  agama  Waiiyu  yang  mumi,  Dalam  GBHN,  Islam  diyc- 
derajatkan  dengan  ratuaan  keperoayaan  yang  bukan  agama.  Ke- 
percayaan-kepercayaan  itu  termasuk  spiritisme  yaiig  dijalin- 
kan  kepada  ikatan-^-ikatan  batin  dalam  bentuk  tahayul, 
superstition,  animisme  yang  penuh  berhala,  Hal  ini  merupaltan 
kekalahan  amat  besar  dalam  mempertahankan  identitas  Islam, 
(Tajuk  Rencana  Abadi .  29  Maret  1973) 

4)  H.  Abu  Bakar  Atjeh,  pengarang,  cendekiawan  dan  ulama  Islaiii 
terkonal  dari  Aceh,.  anggota  MPR  dari  Praksi  Karya  Pombaii^aii 
membantah  kabar  angin  yang  mengatakan  bahwa  Praksi  Karya  ber- 
usaha  menghilangkan  pendidikan  agama.  Pendirian  Gollcar  ton- 
t^g  agama  adsilah  kuat  dan  positif ,  Kabar  angin  itu  hanya 
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merupakan  propp,ganda  koran  oposisi,  (Indonesia  Ray  a, 
.17  Maret  1973). 

TerJiadap  masuknya  Kepercayaan  dalam  GBHN,,  ia'/nenyatakatj  tidak 
khawatir,  sebab  b'atasnya  ditetapkan  ;^aitu  "kepercayaan  berda- 
sar  Ketuhan^n  Yang.  Maha  Esa,",'  la  menilai  bahwa  kepercayaan 
yang  diciakaiidkan  itu  intinya  diakui  oleh  UUD-  45,  dan  adalah 
hak  umat  boragama  imtuk  raengerabangkan  aliran  tadi  asal  tidak 
nenyeleweng  dari  sendi-sendi  Tauhid,  (Harian  Kami. 
21  Maret  1973) 

Soal  Wakil  Presiden 

1)  Moh,  Rivai,  pumawirawan  perwira  3^1;  berpendapat  bahwa  sangat- 
lah  bi  jaksana  jika  Wakil  Presi'den  'dipilih  dan  diangkat  dari 
putra  daerah  luar  Jam,  sehingga  ierabaga  Presiden  .terjamin 
sifat  BMnneka  Tunggal  Ika,  (Abadl.  27  Pebruari  1973) 

2)  Jusuf  Hasjim  menyatakan  bahwa  jabatan  Wakil  P;residen  harus 
menggambarkan  "kesatuan  Indonesia?*!  hendaknya  jangan  menge- 
sankan  adanya  "Siimatera  sentris",  "Kalimantan  sentris"  atau- 
pun  "Jawa  sentris",     (Indonesia  Rava.  1  Matet  1973) 

3)  Drs,  T.A.M,  Simatupang,  tokoh  muda  Partai  Demokrasi  Indonesia, 
menyatakan  bahwa  masalah  asal-usul  suku  bangea  bagi  Wakil 
•Presiden  tidak  perlu  diperspalkaii, '  Secara,  nasional  kita  telah 

men^adi  satu  kesatuan  bangsa  tan'pa  membed^an  kesukuan, 

i        .         '     ■  ■ 

Asalkan  yang  bersangikutan  bisa  menuri^tikkan  bahwa  dirinya  be- 
nar-benar  tokoh  nasional,  maka  kiia  tidak  perlu  berkeberatan. 
(Suara  Karya.  1  Maret  1973) 

A)  J,  ■  Naxo  SH  berpendapat  bahwa  issue  pakil  Presiden  agar  diisi 
oleh  put  era  daerah  luar  Jawa  diseba"bkan  adanya  anggapan  se- 
mentara,  pihak  bahwa  seolah~olah  pembangunan  itu  tidak  merata, 
-hanya  terpusat.  di  Jawa,  Oleh  karenanya.mereka  kehendaki  supa- 
■  ya.  jabatan  itu  diduduki  oleh  put era  daerah  -luar  Jawa  agar  da- 
pat  lebih  memperhatikan  pembangunan  daerah  seoara  serius,  la 
berpendapat  bahwa  tidak  perlu  merapiertajam  masalah  asal  usul 
calon  Wakil  Presiden,  Hal  itu  bertentangan  dongan  azas  pcrsa- 
tuan  Negara  Kesatuan  R,I,  di  mana  setiap.warga  negara  dari 
manapun  asalnya  raempunjrai  hsik  yang  sama,  Yang  penting  adalah 
agar  Wakil  Presiden  yahg  akan  datang  tetap  berpogang  pada 
azas  keadilan  dan  meratakan  pembangunan  ke,  segenap  pelosok 
tanah  air,     (Nusantai|a>  15  Maret  .1973) 
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Proses  Sidan'is:  TJmum 

1)  Kita  melihat  seolah-iolah-  semuanya  sudah  diatur  dari  semula 
dan  seolah-olaii  sedang  berlaku  "peraainanM  politik.  Jadi  ti- 
daklah  menghprankan  kalau  sidang  bei^jalan  "smooth"  dan  laiic £.:■-% 
(Taji^k  Rgncana  Indonesia  Ray  a.  16  Maret  1973) 

2 )  T  6 i^Sehgar"'  kabar-  bahwa  kal angan  Fralc  si  Per satuaJQi  P em bangunan 
mengel-uh  lantarah  adanya  semacam  konsensus  baiiWa  semua  anggo- 
ta  dilarsaig.membonglzar  inimusan  BP-ail'R.     (Abadi,   16  Maret  -1973) 

3)  Jendral  ■  A»H.,  Nasution  mengeraukakan  perbedaan  MPRS  dan'  filPR 
sebagai  berifcut: 

Dalam  MPRS  semua  Rancangan  Eeputusan  maupun  Ketetapan  disele- 
saikan  dalam  sidang  umiun  yang  merupakan  pimcak  pengolahan. 
Dalam  MPR  sekarang  semua  sudah  disiapkan  sebelumnya,  permu- 
syawaratan  tinggal  menggarap  perubahan-perubahan  rancangan. 
yang  sudah  disiapkan.  Suasana  sidang  amat  tenang,  lancar  dan 
tertib.  Sekarang  posisi  pimpinan  Majelis  dibatasi'  kepada 
•prctokcler  dan  tidak  diperbolehkan  membuat  pernyataan  politik. 
Sedang  dalam  IflPRS  dulu  pimpinan  mewakili  Majelis  clan  mengikuti 
serta  mengawasi  pelakeanaan  Ket^tapan-ketetapan  MPRS.  Terhadap 
hasil  Sidang  Umum  sekarang  ini  ia  berpendapat  bahwa  hasil- 
hasil  itu  dapat  menjamin  kemahtapan  kondisi  yang  berlaku  se- 
lama  ini.     (Indonesia  Ravat  5  April  1973) 

4)  Sekjen  MPR  Mudjonc.  SH  membantah  anggapan  bahwa  MPR  hanyalali 
bagaikan  "sandiwara",  karena  seolah-olah  sebelumnya  sudah  di- 
atur dari  atas.  Memang  betul  bahwa  GBHN  dan  hasil-hasil  b:p- 
MPR  lainnya  sudah  diatur  secara  programatis  sejak  pelantikan 
anggota-anggota  MPR  1  Oktober  1972  yang  lalu.  Akan  tetapi 
bekerja  secara  programatis  berdasarkan  planning  yang  rapi* 
seperti  diintrodusir  oleh  Orde  Baru,  bukanlah  berarti  hendak 
meng-fait  a  compli-kan. .  Persiapan  bahan-bahan  itu  hanyalali 
untuk  mempermudah  atau  melicinkan  sidang-sidang,  tanpa 
mengurangi  hak  berbicara  para  anggota  MPR.  Ini  telah  terbulc- 
ti  dari  hasil-hasil  diskusi  dalam  Koraisi,  misalnya  yang 
menyangkut  pendidikan  agama,  kebebasan  pers  dan  Iain-lain, 
walaupun  terjadi  perdebatan  sengit,  namun  tidnk  saippai  ter ja- 
di voting  selama  Rapat-rapat  Komi si  maupun  rapat  paripurna 
MPR.     (Angkatan  Bersen.iata,  23  Maret  1973) 

la  monambahkan  bahwa  jauh  aebelum  sidang,  yaitu  sejak  tang^^rJ. 
17  Pebruari  para  anggota  telah  diberikan  bahan-bahan  hasil 
BP-MPR  untuk  dipelajari.  Dengan  demikian  para  anggota  datang 
tidak  dengt?ji  bekal.  kosoag  ataupun  hanya  dipaksa  meneri'ma 
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honsep  yang  diaediakan.  BP-MPR  yang  bertugas  raempersiapkan 
baiian-bahan  Sidang  Uraum  terdiri  dari  wakil-wakil  fralcsi.  Gc- 
betulnya  BP-^iffPR  dapat  merabentrak:  beberapa  Panitia  Ad  Hoc, 
■  iUcan  rtetapi  supaya  tsemua  fraJcsi  terwakili,  maka  hanya  dibe"i~ 
tuk  2  .Panitia  Ad'  Hoo  saja,  Dan  dalain  Sidang  Unrum  ini  seinua 
peiidapat  tertampimg  melalui  tingkat-tingkat  pembicaraan  £;o- 
bagai  berikut:  Setiap  pendapat  para  anggota  disalurkan  lowat 
fraksi,  Oleh  fraksi  diteruskan  kepada  sidang  Komisi,  Komiei 
kemuuian.  membeniruk  Panitia  Kerja  d,engan  anggota  yang  labi'i 
kQcil  dan  dengan  perwakilan  dari  semua  fraksi,  Panitia  KG-rj:- 
keraudian  membentuk  Panitia  Perumus,  Hasilkerja  Panitia 
Perumus  dilaporkan  kepada  Panitia  Kerja,  yang  solan jutnya  di  - 
laporkan  kepada  Komisi,  Komisi  kemudian  melaporkan  hasil  itti 
kepada  Sidang  Pari  puma*     ( Indonesia  Raya.  21  Maret  1973) 

5)  Drs,  Moh,  Husni  Thararin  da,ri  Fraksi  Persatuan  Pembangunan 
mcngemiikakan  bahwa  dalam  sidang-sidang  MPR  ia  tidak  pemaln 
merasa  dikebiri  haknya  imtuk  mengeluarkan  pendapat. 
(Indonesia  Raya;  21  Maret  1973) 

Demokrasi 

Sehubungan  dengan  diselenggarakan  Sidang  Umiim  MPR,  maka 
timbul  beberapa  pendapat  mengenai  pelaksanaan  demokrasi  di 
tanah  air  kit a  sebagai  berikut; 

1)  DR,  Hatta  menjelaskan  bahwa  sekarang  ini  Indonesia  baru  dala;.. 
tahap  membangun  demokrasi,  demokrasi  yang  mumi  belum  ber.jalvU". 
Alasannya:  apebila  demokrasi  itu  berjalan  secara  mumi,  maka 
anggota  parleoieri  seluruhnya  dipilih  oleh  rakyat,  Tidak  seper- 
ti  sekarang  ini'  anggota  DPR  dan  MPR  masih  ada  yang  diangkst. 
Ciiarian  Kamiy  24  Maret  1973) 

2)  Sidang  Umum  bulan  Oktober  1972  dinilai  oleh  Pedoman  sebagai 
berikut:  bahwa  Golongan  Karya  sebagai'  pern egang  mayoritas  tidal: 
mau  menang  sendiri,  melainkan  bersedia  berkomprorai  demi  meixca- 
ri  keserasian  dengan  pihak  parpol-parpol,  Ketua  MPR  yang  juga 
Ketua  DPR  adalah  dari  Partai  NU,  biikan  dari  Golkar,  Di  sini 
torlihat  Demokmsi  Pancasila  "in  action"  dalara  pengalamannya 
seoara  praktis,  Berdasarkan  Pancasila  den  UUD  45  hendak  di- 
laksanakan  proses  pembaharuan  kehidupan  organisasi  politik, 
s.ehingga  dapat  diciptakan  keadaan  dengan  sistim  politik  yang 
benar-benar  demokratis,  stabil,  dinamis,  efektif  dan  efision, 
(Pedoman.  5  Oktober  1972) 
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3)  Dalam.  proses  pengesahan  Peraturan  Tata  Tertib  pada  Sidarig 
Uraiira  Maret  1973,  baik  dalam  proses  penyempuirnaan  oleh  masing- 
masing  fraksi  raaupun  dalam  prosedixr  pengesahan,  tampaknya'  te 
tap  dipegang  teguh  tata  permainan  demokrasi,  Misainya  dalaii; 
sidang  paripuma  tanggal  12  Maret  (pirapinannya  darl  Fraksi 
Karya  Pembangunan)  sampai  detik  terakhirpim  masih  ditawai'kcn 
kepada  sidang  untiik  mengajukan  usul  pembahan  dan  penyempum. 
an,  sehingga  putusan  beiiar-benar  diambil  secara  aklamasi  se- 
telah.  semua  pihak  merasia 'tertamp-ung  aspirasinya, 
( Suara  Karya.  14  Maret  1973) 

.4)  Dibandingkan  dengan  siiasana  sidang  xmuia.  MPRS  masa  Orde  Lama 
dapat  dikatakan  bahwa  dalam  Sidang  Umum  MPR  sekarang  lebih 
terasa  adanya  unsur  realisme  dan  unsur  kritik  (self  kritik), 
Ini  berarti  kem'ajuan  dalam  kedewasaan  berpikir  di  kalangan 
masyarakat  kita  sekarang^  Perasaan  kritis  tidak  hanya  terda- 
pat  pada  anggot^  MPR,  melainkan  juga  di  luar  MPR.  Bahkan 
Presiden  Soeharta.  sendiri  raemperingatkan  bahwd,  "masih.  perlu 
kita  sadari  bahwa  '<3.engan  pelantikan  ini  (dan  dapat  kita  tarn- 
bah:  dengan  selesaijaya  Sidang  Umum  MPR  ini)  tidak  berarti 
usaha  -untuk  menegakkan  konstitusi  dan  demokrasi  berdasarkan 
Pancasila  telah  selesai,  Kita  harus  tetap  berusaha  raenerus- 
kan  dan  makin  menyempumaJcan  perjuangaii  ke  arah  itu", 
(Taauk  Rencana  Sinar  Harapan.  24  Maret  1973) 


